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ABSTRAK 

Ayi Nur Malihah 

NIM.1917302103 

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga islam 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 Perceraian dapat terjadi apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya atau 

sebaliknya. Dalam putusan Pengadilan ada suatu hukum yang mewajibkan suami untuk 

memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Penelitian ini akan menjabar kan bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut’ah setelah jatuhnya 

talak raj’i pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/ 2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 

1677/Pdt.G/2021/PA. Bms,yang mana dalam ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan 

dalam jenis perkaranya, yaitu perkara cerai talak yang dikhususkan pada talak raj’i,akan 

tetapi berbeda dalam segi pertimbangan dan jumlah yang ditetapkan. 

 Penelitian berjenis library research dengan metode kualitatif pendekatan yuridis 

normatif, dengan mengacu pada salinan putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/ 

Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. Metode selanjutnya yaitu metode 

analisis data komparatif, penelitian ini mengkaji tiga putusan yang nantinya akan 

dibandingkan, apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan 

mut’ahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan perspektif 

hukum Islam atau sebaliknya. 

 Hasil penelitian ini menunjukan dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan 

mut’ah hakim tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan saja, hakim juga 

mengacu pada Al-Qur‟an, dan Hadist. Pada putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms 

disesuaikan adanya kesepakatan bersama dalam kesimpulan, pada putusan nomor 

1424/Pdt.G/2020/PA.Bms disesuaikan dengan lamanya pernikahan, adanya gugatan 

rekonvensi istri, istri dinyatakan tidak nusyuz, dan kemampuan suami dalam membayar 

nafkahnya, sedangkan pada putusan nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms disesuaikan dengan 

lamanya pernikahan, adanya gugatan rekonvensi istri, kemampuan suami dalam membayar 

nafkahnya, dan meskipun istri terbukti nusyuz akan tetapi suami menyanggupi untuk 

membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut, oleh sebab itu nafkah iddah dan mut’ah tetap 

dicantumkan. Dalam perspektif hukum Islamnya Penetapan jumlah nafkah iddah dan 

mut’ah pada putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms dan 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms 

disesuaikan dengan mengacu pada Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233, 236, dan 241, Al-

Qur‟an Surat At-Thalaq ayat 6, Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI, Pasal 80 ayat (7),  

Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, dan Pasal 41 huruf c. Pada putusan Nomor 

1677/Pdt.G/ 2021/PA.Bms disesuaikan dengan mengacu pada Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah 

ayat 241, Pasal 149 KHI, Kitab I’anatut thalibin juz III, Kitab Bughyatul Mustarsyidin , 

Pasal 149 huruf b KHI, Kitab Al-Mudzdzab juz II, Pasal 152 KHI. 

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Iddah, Mut’ah, Pertimbangan Hakim 



 

vii 
 

MOTTO 

 بِسْــــــــــــــــــمِ اِلله الرَّحَْْنِ الرَّحِيْمِ 

نَ ٱل نْ أَزْوََٰجِكُم بنَِيَن وَحَفَدَةً وَرَزقََكُم مِّ نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوََٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّ ُ جَعَلَ لَكُم مِّ طَّيِّبََٰتِ أفََبِٱلْبََٰطِلِ وَٱللََّّ
 يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ ٱللََِّّ ىُمْ يَكْفُرُونَ 

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 

bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari 

yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah?"  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi 

berikut : 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...`... koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ْ Ha H Ha 

 hamzah „ Apostrof ء

٘ Ya Y Ye 
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B. Vokal 

a. Vokal Tunggal (monoftong) 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

b. Vokal Rangkap (diftong) 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ْ٘  Fathah dan ya Ai a dan u 

..َ. ْٔ  Fathah dan wau Au a dan u  

 

C. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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 Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ٖ.َ..

ya 

Ā a dan garis di atas 

..ِ.ٖ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

..ُ.ٔ Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1. Ta marbutah hidup (mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, 

transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta marbutah mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h) 

Contoh: 

سْجِدِ  ًَ  Ditulis tahiyyatul masjid تحََِّٛتُ انْ

رَةُ  َّٕ َُ ًُ ُْٚتَُ انْ دِ ًَ  Ditulis al-madīnah al-munaw warah انْ

عتَُ  ًُ  Ditulis al-jumu’ah انْجُ

 

E. Syaddah (Tasydid) 
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Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 ِّٖ َ    Ditulis fabiayyi فبَاِ

 Ditulis ‘allama عَهَّىَ 

 

F. Kata Sambung 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

دُ  ًْ  Ditulis al-hamdu انَْحَ

 Ditulis al-qalamu انْمهََىُ 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

سُ  ًۡ  Ditulis as-syamsu انَشَّ

سُمِ   Ditulis bir-rusuli باِنرُّ

 

G. Hamzah 

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan 

hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 

 Ditulis syai’un شَٛئ  

هِّ ۡٚ ِٔ  Ditulis ta’wīlih تاَۡ

 Ditulis ila إنٗ

 



 

xvi 
 

 

DAFTAR SINGKATAN 

SWT   : Subhanahuwata’ala 

SAW  : Shalallahu ‘alaihi wasallam 

Hlm  : Halaman 

No.   : Nomor 

Rp.  : Rupiah 

Dkk   : Dan kawan-kawan 

UIN   : Universitas Islam Negeri 

UU   : Undang-Undang 

UUD   : Undang-Undang Dasar 

RI   : Republik Indonesia 

KHI  : Kompilasi Hukum islam 

PA   : Pengadilan Agama 

SEMA  : Surat Edaran Mahkamah Agung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam Islam perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang mulia dan 

suci, dengan makna beribadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi 

SAW, melakukannya dengan ikhlas, tanggung jawab, dan taat pada aturan 

hukum.1 Pernikahan bermakna bersatunya dua insan, atau pemersatuan antara 

laki-laki dengan wanita. Pernikahan terjadi ketika berlangsungnya akad antara 

laki-laki dan wanita secara sukarela dan dilakukan oleh wali sesuai dengan 

rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.2 

Perkawinan merupakan mitsaqan ghalidzan atau janji yang kuat, 

sehingga kesinambungannya harus dijaga. Ada berbagai hambatan dan 

tantangan dalam kehidupan berumah tangga.3 Dalam realita kehidupan belum 

tentu berjalan sesuai keinginan, seringkali rintangan dan tantangan itu 

menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan adanya 

perceraian, dan akibat dari perceraian tersebut baik suami ataupun istri tidak bisa 

melanjutkan perjalanan dalam kehidupan pernikahan mereka. 

Menciptakan rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah seperti  

halnya membalikan telapak tangan, kadang kala muncul masalah didalam 

                                                             
1
 Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta‟lim, Vol 14, No. 

2, 2016, hlm. 185. 
2
 Nurlina, Pernikahan dalam Islam Antara ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan, Al-

Mutharahah : Journal Penelitian dan Kajian sosial Keagamaan, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 41. 
3
 Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Subdit Bina keluarga sakinah, 2017), hlm. 121. 
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kehidupan pernikahan, dikarenakan suami atau istri tidak memenuhi hak yang 

diperoleh atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai pasangan, tidak 

memberikan nafkah kepada istrinya yang menjadi haknya karena kewajiban 

suaminya atau alasan lain seperti dugaan perselingkuhan keduanya. Ada juga 

alasan untuk tidak memiliki anak jika salah satu pasangan dinyatakan tidak 

subur. Akibat dari kondisi tersebut maka timbullah perselisihan di antara 

keduanya, dan bukan tidak mungkin perselisihan tersebut berujung pada 

berakhirnya perkawinan (perceraian).4 

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, tentunya ada 

saja kesalah pahaman, keluputan dan kontradiksi. Ketika menghadapi masalah 

dalam rumah tangga tersebut sebagian orang dapat mengatasinya, dan ada pula 

yang tidak. Oleh sebab itu Islam menawarkan solusi dengan mendefinisikan 

perceraian sebagai cara untuk memecahkan masalah, ketika tidak mungkin untuk 

menjaga keharmonisan rumah tangga.5 

Perceraian merupakan rukhsah dari Allah ketika dalam kondisi darurat. 

Perceraian hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, dengan batasan-

batasan dan sebagai cara yang aman untuk menghilangkan perselisihan diantara 

pasangan suami istri.6 Apabila pasangan suami-istri sepakat untuk berpisah, 

mereka harus menyelesaikannya di Pengadilan. Karena proses perceraian sah 

                                                             
4
 Mufahora, Perceraian dan hak-hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum islam, 

(Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), hlm 3-4. 
5
 Ali Yusuf As-Subki, Fikih Keluarga, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm 330. 

6
 Mazro‟atus Sa‟adah,  Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban, (Lamongan : 

Academia Publication, 2022), hlm 74. 
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menurut hukum apabila proses tersebut dilakukan melalui pengadilan.7 Hakim 

mengupayakan perdamaian kepada suami istri yang berperkara perceraian di 

pengadilan agama menempuh prosedur, tata cara yang sudah diatur dalam 

undang-undang, dan bentuk-bentuk usaha dalam mencapai perdamaian tersebut.8  

Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan diceraikan secara sah di 

Pengadilan Agama (secara yuridis), keduanya masih memiliki sesuatu yang 

harus dipenuhi yaitu hak dan kewajiban, terutama kewajiban seorang suami 

kepada istrinya (yang sudah dicerai), yaitu memberi sebagian biaya hidup, baik 

nafkah iddah dan bahkan mut’ah, terutama jika dalam amar putusan disebutkan 

terdapat adanya pembebanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.9 

Pengadilan bisa mewajibkan suami agar memberikan nafkah untuk 

kelangsungan hidup dan menetapkan suatu kewajiban kepada istri setelah 

dicerai. Dalam hal ini kewajibannya yaitu dengan memberikan nafkah, berupa 

nafkah iddah dan mut’ah. Setiap wanita setelah diceraikan oleh suaminya akan 

ada masa menunggu, hal tersebut dinamakan masa iddah. Suami harus 

memberikan nafkah iddah hingga masa iddahnya habis, dan mantan suami juga 

harus memberikan atau membayar mut’ah dengan ketentuan yang akan 

ditetapkan oleh hakim di pengadilan, dengan mengukur kemampuan yang 

dimilikinya. 

                                                             
7
 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8 

8
 Sudirman L, Perdamaian Perkara Perceraian perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-

Syari’ah, (parepare : Nusantara press, 2020), hlm 152. 
9
 Saiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak 

(Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), Al-Ahwal, Vol 10, No. 1, 2017, hlm 2 
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Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1306/Pdt.G/ 

2020/PA.Bms pada kasus cerai talak antara Pemohon dan Termohon. 

Permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum 

dikaruniai anak. Hal tersebut bukan dikarenakan Termohon mengalami cacat 

fisik, dari hasil pemeriksaan sel telur Termohon tergolong normal. Pemohon dan 

Termohon diketahui tidak pernah rukun lagi meski dalam keadaan pisah tempat 

tinggal. Termohon pernah berkata kasar dan memukul Pemohon dikarenakan 

Termohon mengetahui Pemohon memiliki wanita lain (selingkuh). Dalam hal ini 

Termohon tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon. 

Apabila akhirnya mereka bercerai, Termohon menuntut hak nafkah iddah, dan 

pemberian mut’ah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 

perhitungan Rp. 100.000,-/hari (seratus ribu rupiah per hari) x 100 hari = 

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

2. Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

 Dengan permintaan Termohon yang demikian, Pemohon bersedia 

memberikan hak termohon sebesar: 

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan 

perhitungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan x 3 bulan. 

2. Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 
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 Dalam hal ini hakim memutuskan agar pemohon membayar nafkah 

iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan mut’ah sebesar Rp. 

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) 

Kasus putusan selanjutnya yaitu putusan No. 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, 

Pemohon melayangkan gugatan Termohon. Dapat diketahui bahwa dalam 

perkaranya, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama, dan 

dikaruniai dua anak. Setelah itu selama tujuh tahun keduanya sudah tidak tinggal 

bersama lagi, hal tersebut dikarenakan pemohon pergi meninggalkan rumah. 

Dan selama itu juga Termohon sebagai ibu tetap merawat dua anaknya. 

Pemohon juga sudah pernah mengajukan gugatan sebelumnya dan sudah 

dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi Pemohon tidak mengikrarkan talaknya, 

dan selama itu juga mereka berpisah, dan tidak ada komunikasi. Apabila 

akhirnya mereka bercerai, Termohon meminta nafkah Iddah, Mut’ah, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

2. Mut’ah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

Dengan permintaan termohon yang demikian, Pemohon bersedia 

memberikan hak termohon dengan ketentuan 

1. Nafkah iddah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x tiga bulan = Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 

2. Mut’ah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), 
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 Dalam hal ini hakim memutuskan agar pemohon membayar nafkah 

iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah 

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 

 Kasus cerai talak selanjutnya yaitu pada putusan Nomor  

1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, antara Pemohon melayangkan Gugatan kepada 

Termohon. Permasalahan dalam rumah tangganya adalah Pemohon dan 

Termohon seringkali berseteru dan bertengkar yang dikarenakan kurangnya 

ekonomi. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama semenjak 

Termohon bekerja sebagai buruh di Malaysia. Termohon sering meminta cerai 

saat dirinya berada di Malaysia, dan pada saat pulang kerumah Termohon sudah 

dalam keadaan hamil hasil dari hubungan dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu 

Termohon atau istri dinyatakan nusyuz dikarenakan dirinya berselingkuh dengan 

laki-laki lain. 

 Apabila akhirnya mereka bercerai, Termohon meminta haknya berupa 

Nafkah iddah, dan Mut’ah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Nafkah iddah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

2. Mut’ah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 

Dengan permintaan Termohon yang demikian, Pemohon bersedia 

memberikan hak termohon sebesar  

1. Nafkah iddah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x tiga bulan = Rp 

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) 

2. Mut’ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
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Dalam hal ini hakim memutuskan agar pemohon membayar nafkah iddah 

sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan mut’ah sebesar 

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 

Dari ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan pada jenis perkaranya 

yaitu perkara cerai talak, dan dalam permasalahan yang terjadi pada tiga putusan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang pertama dikarenakan sulit 

memiliki anak yang mengakibatkan keduanya bertengkar, dan suami diketahui 

sudah memiliki wanita lain dalam hidupnya. Selanjutnya pada putusan yang 

kedua dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak seringkali dihadapkan 

dengan pertengkaran, yang pada akhirnya mereka tidak tinggal bersama lagi 

selama tujuh tahun lamanya, dan sebelumnya juga sudah pernah mengajukan 

gugatan dengan alasan yang sama, akan tetapi suami tidak mengikrarkan 

talaknya pada hari itu. Pada kasus yang ketiga dapat disimpulkan bahwa antara 

kedua belah pihak seringkali berseteru yang disebabkan oleh faktor kurangnya 

ekonomi, hingga pada akhirnya istri pergi untuk bekerja di Malaysia, dan pada 

saat pulang kerumah sang istri dinyatakan hamil dengan laki-laki lain. 

Untuk itu dalam upaya menetapkan kadar nafkah iddah dan mut’ah pada 

ketiga putusan tersebut, hakim membutuhkan perumusan yang sangat matang, 

sebab hal tersebut akan menentukan nasib istri setelah ditalak, dan menentukan 

keadilan antara kedua belah pihak. 
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Berpijak pada uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam tiga kasus 

putusan mengenai cerai talak, dimana dalam jenis perkaranya memiliki 

kesamaan, akan tetapi berbeda dalam penetapan jumlah nafkah iddah dan 

mut’ahnya, dengan adanya perbedaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Disparitas Putusan Hakim 

Terhadap Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Jatuhnya Talak Raj’i (Studi 

Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 

1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)” 

B. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kadar 

Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Jatuhnya Talak Raj’i (Studi Putusan Nomor 

1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA. 

Bms)”. Ada beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan dari judul tersebut, 

guna menghindari kemungkinan terjadinya persepsi yang berbeda dengan 

maksud utama penulis, istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Disparitas Putusan Hakim 

 Disparitas putusan adalah suatu perbedaan putusan yang ditetapkan hakim 

dalam memutus suatu perkara dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan 

terkadang putusan tersebut bisa saja berbeda walaupun perkaranya sama, 

seperti yang tengah dibahas dalam penelitian ini, bahwa dalam tiga putusan 

tersebut sama-sama berisi tentang cerai talak khususnya talak raj’i, akan 

tetapi berbeda-beda dalam penetapan jumlah nafkah iddah dan mut’ahnya. 
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Disparitas putusan Hakim akan memaparkan kadar nafkah iddah dan mut’ah 

yang ditetapkan untuk suami yang mentalak istrinya dalam putusan nomor 

1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021 

/PA.Bms. 

 Hakim merupakan pejabat yang memimpin persidangan untuk melakukan 

tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan.10 

2. Nafkah Iddah 

 Nafkah adalah suatu bentuk yang memiliki nilai manfaat atau materi yang 

bisa diberikan kepada seseorang yang berada dalam tanggungannya. Dalam 

hal ini pemberian tersebut dapat memeuhi kebutuhan hidup orang yang 

memakainya. 

 Iddah adalah masa tunggu wanita untuk mengetahui apakah dalam 

rahimnya terdapat kehidupan atau tidak setelah putusnya perkawinan, baik 

karena perceraian ataupun kematian. 

 Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan selama masa iddah 

berlangsung. Penyerahan nafkah ini ialah suatu keharusan yang wajib 

dipenuhi oleh mantan suami.11 

 

                                                             
10

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
11

 Nurtasdiq, Implementasi Nafkah Iddah pada Pengadilan Agama Watampone, Al-Syakhsiyyah: 

Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 1, juni 2020. 
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3. Mut’ah 

 Mut’ah adalah sesuatu pemberian yang wajib diberikan suami kepada istri 

setelah dicerai,12 hal tersebut bisa berupa barang atau uang atau sesuatu 

yang lain yang sekiranya menyenangkan dan memiliki nilai manfaat bagi 

istri sebagai penghibur hati istri karena telah di talak suaminya.  

4. Talak Raj’i 

 Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah 

pernah digauli, mereka masih diperbolehkan untuk rujuk kembali ketika 

masih dalam masa iddah, tanpa melakukan akad nikah yang baru,13 akan 

tetapi jika suami ingin rujuk kembali setelah masa iddahnya selesai, maka 

istrinya haram baginya atau harus melangsung kan akad yang baru (nikah 

ulang). 

5. Putusan Pengadilan 

 Putusan pengadilan adalah suatu putusan yang berisi tentang alasan, dasar 

putusan, dan juga pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 

yang berkenaan dengan perkara yang tengah ditangani guna dijadikan 

sebagai rujukan untuk mengadili suatu perkara. Dalam hal ini berarti 

Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA. Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, dan 

1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

                                                             
12

 Abdul Aziz, Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap 

Suami yang murtad, Samarah: Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 

2019, hlm. 369. 
13

 Rifqi Qowiyul Iman, Talak Raj’i, Talak Ba’in dalam Kajian Fikih, https://badilag.mahkamah 

agung.go.id/, diakses hari rabu, 4 januari 2023, pukul 19.51 WIB. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, dalam penelitian 

ini pokok permasalahan yang akan dikaji adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah 

dan mut’ah setelah jatuhnya talak raj’i pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/ 

2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021 /PA.Bms? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah 

dan mut’ah setelah jatuhnya talak raj’i pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/ 

2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, dan1677/Pdt.G/2021/PA.Bms 

perspektif hukum islam? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah 

dan mut’ah pasca jatuhnya talak raj’i pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/ 

2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah 

dan mut’ah setelah jatuhnya talak raj’i pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/ 

2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms 

perspektif hukum Islam. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Berpijak pada tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

harapan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, yang meliputi: 

1. Manfaat teoritis 

      Secara teoritis harapannya penelitian ini dapat memperbanyak 

pengetahuan bagi yang membacanya, khususnya bagi para mahasiswa dan 

akademisi lainnya, serta dapat melengkapi perbedaan dan koleksi karya 

ilmiyah dengan memberikan kontribusi pemikiran mengenai analisis 

disparitas putusan hakim terhadap kadar nafkah iddah dan mut’ah pasca 

jatuhnya talak raj’i. 

2. Manfaat praktis 

      Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu gambaran, 

pemahaman, dan memberikan jawaban atas pertanyaan serta bermanfaat 

sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain. 

F. Telaah Pustaka 

 Sejauh yang penulis ketahui belum ada pembahasan secara khusus 

mengenai disparitas putusan hakim terhadap kadar nafkah iddah dan mut’ah 

pasca jatuhnya talak raj’i yang dikhususkan dalam Studi Putusan Nomor 
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1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA. 

Bms. 

 Akan tetapi mengenai kajian tentang kadar nafkah iddah dan mut’ah 

setelah perceraian dengan sudut pandang yang berbeda sudah banyak ditemukan. 

Penting dicantumkan, agar menghindari perilaku plagiat yang meniru karya 

orang lain, dan juga untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan isi dari 

penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian ini. Berikut beberapa 

penelitian yang membahas hal tersebut : 

 Karya skripsi yang disusun oleh Dewi Yulianti dengan judul Analisis 

Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Kadar Mut‟ah dan Nafkah Iddah (studi pada 

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)14, dalam skripsi ini dijelaskan 

beberapa landasan untuk menentukan jumlah nafkah iddah dan mut‟ah, 

diantaranya dengan melihat kondisi ekonomi suami, lamanya masa pernikahan, 

dan problem yang membuat pernikahan tersebut kandas. Persamaannya adalah 

dari aspek materi pembahasannya sama mengenai pertimbangan hakim dalam 

menentukan jumlah nafkah iddah dan mut’ah. Perbedaanya adalah penelitian 

milik Dewi Yulianti membahas sebanyak lima putusan pengadilan, sedangkan 

pada penelitian ini membahas tiga putusan yaitu Putusan Nomor 

1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA. 

Bms, yang mana dalam putusan tersebut terdapat alasan dan kondisi pernikahan 

yang berbeda-beda. 
                                                             

14
 Dewi Yulianti, Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah 

(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang), Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) 

Raden Intan Lampung 2018. 
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 Karya selanjutnya yaitu skripsi milik Riski Hidayanto, yang berjudul 

Penentuan Jumlah Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/Pa.Pwt).15 

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai putusan hakim dalam 

menentukan jumlah nafkah iddah dan mut’ah, sedangkan perbedaannya adalah 

ada pada kasus putusannya, yang melatar belakangi perceraian pada putusan 

tersebut. Karya milik Riski Hadiyanto membahas satu putusan yaitu Putusan 

Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt, sedangkan penulis membahas mengenai 

disparitas dimana terdapat tiga putusan untuk perbandingan antara satu putusan 

dengan yang lainnya karena dalam putusannya jumlah nafkah iddah dan 

mut’ahnya berbeda-beda, hal tersebut tertuang pada Putusan Nomor 

1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA. 

Bms dan ditinjauan dari hukum Islam. 

 Karya selanjutnya milik Siti Anisah dengan judul “Pemberian Mut’ah 

dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”.16 Persamaannya ada pada 

pembahasan mengenai penentuan hakim dalam menentukan jumlah nafkah 

iddah dan mut’ah. Dan perbedaannya yaitu penelitian milik Siti Anisah fokus 

pembahasannya mengenai perkara cerai gugat, sedangkan dalam penelitian ini 

penulis membahas mengenai perkara cerai talak, dapat diketahui bahwa 

                                                             
15

 Riski Hidayanto, Penentuan Jumlah Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/Pa.Pwt), Skripsi IAIN Purwokerto, 2021. 
16

 Siti Anisah, Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat, Skripsi 

Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.  
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perbedaannya disini bahwa kasus perkara cerai gugat yang melayangkan 

gugatannya adalah sang istri, sedangkan cerai talak adalah suaminya. 

 Karya selanjutnya milik Muhlifa Nur Prahandika dengan judul 

“Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di 

Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”.17 Dalam 

karya ini dijelaskan mengenai konsep-konsep mut’ah, iddah, dan cerai talak. 

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai putusan hakim dalam 

menentukan jumlah nafkah iddah dan mut‟ah. Sedangkan perbedaannya adalah 

terdapat sebanyak 4 putusan pengadilan yang dibahas dalam pembahasannya 

yaitu putusan No. 122/Pdt.G/2017/PA.Sal, 668/Pdt.G/2016/PA.Sal, 608/Pdt.G/ 

2017/PA.Sal, dan  1258/Pdt.G/2016/PA.Sal, sedangkan penelitian ini meneliti 

terkait pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut’ah 

pada putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 

1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. Perbedaan selanjuatnya ada pada metode 

penelitiannya, disebutkan bahwa ada wawancara terdapat dua orang Hakim 

dalam penelitian tersebut, sedangkan dalam penelitian ini  menggunakan metode 

penelitian dengan jenis riset kepustakaan (library research), dengan menelaah 

apa yang ada pada tiga putusan tersebut disertai dengan tinjauan hukum Islam 

sebagai penguat dalam menetukan putusan tersebut.  

G. Sistematika Pembahasan 

                                                             
17

 Muhlifa Nur Prahandika, Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai 

Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017), skripsi IAIN Salatiga, 

2018 
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 Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab didalamnya. Masing-

masing bab memaparkan pembahasan dengan penegasan yang berbeda, namun 

dalam konteks kesatuan yang sama untuk mendukung dan melengkapi 

pembahasan, dengan keseluruhan yang diuraikan sebagai berikut : 

 Bab I sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar penelitian 

secara umum, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

 Bab II berisi tentang landasan teori yang memuat pembahasan secara 

umum mengenai putusnya perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, 

nafkah iddah, pemberian nafkah iddah, dan mut’ah, beserta dasar hukumnya. 

 Bab III berisi metodologi penelitian yang berisi mengenai jenis 

penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

analisis data. 

 Bab IV berisi pembahasan inti, dalam bab ini membahas tentang duduk 

perkara putusan nomor  1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, 

dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, dan pertimbangan hakim dalam menentukan 

kadar atau jumlah nafkah iddah dan mut’ah pasca jatuhnya talak raj’i pada 

Putusan Nomor  1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, dan 

1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, dan pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah 

nafkah iddah dan mut’ah pada putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/ 

Pdt.G/2020/PA.Bms,  dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms prspektif hukum Islam. 
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 Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup berisi kesimpulan, 

saran dari penulis, daftar pustaka, dan beberapa data dari penulis yang 

menurutnya penting 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Putusnya Perkawinan 

1. Pengertian Putusnya Perkawinan 

     Pada hakikatnya pe irkawinan dilaksanakan untuk se ilama-lamanya, 

se ihidup atau sampai matinya se ioirang suami atau istri. Hal ini yang  

diinginkan dan diharapkan oileih Islam, akan teitapi dalam keiadaan teirteintu 

ada suatu hal yang me imboileihkan peirkawinan teirse ibut putus, dalam arti 

apabila keihidupan peirkawinannya dilanjutkan, maka akan meinimbulkan  

keimudharatan. Dalam hal ini Islam meimbe inarkan putusnya pe irkawinan atau 

pe irceiraian seibagai jalan keiluar yang baik.18 

     Istilah “putusnya pe irkawinan” dalam UU pe irkawinan meirupakan 

pe irceiraian atau beirakhirnya hubungan pe irkawinan antara seioirang laki-laki 

de ingan pe ire impuan yang se ilama ini hidup se ibagai pasangan.
19

 

     Putusnya pe irkawinan atau dapat juga dise ibut deingan pe irce iraian. 

Pe irceiraian meinurut bahasa Indoine isia be irarti “pisah” dari kata dasar “ceirai”. 

Me inurut istilah peirceiraian meirupakan se ibutan untuk meileipaskan ikatan 

pe irnikahan. Dalam istilah Fiqh pe irce iraian dikeinal deingan istilah “Talaq” 

                                                             
18

 Bagus Ramadi, Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat dengan 

Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No. 991/Pdt.G/2022/PA.Srh), Al-Usrah: Jurnal Al-

Ahwal As-Syakhsiyah, Volume 10, Nomor 01, Juni 2022, hlm 105 
19

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, (Jakarta, Kencana, 2006),  hlm. 189. 
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atau “Furqah”. Talaq beirarti meimbuka ikatan atau meimbatalkan peirjanjian. 

se idangkan Furqah be irarti be irceirai. Talak atau Furqah me imiliki peinge irtian 

umum dan khusus. dalam arti umum beirarti seigala macam beintuk peirceiraian 

yang dijatuhkan oileih suami, yang dite itapkan oileih hakim. seidangkan dalam 

arti khusus adalah peirceiraian yang dijatuhkan oileih pihak suami.20 

     Pe irceiraian yang sah jika peirceiraiannya dilakukan di dalam peingadilan, 

hal teirse ibut diatur pada Hukum peirce iraian dalam hukum neigara Re ipublik 

Indoine isia Noi. 1 tahun 1974, Pasal 39 : 

(1) “Pe irceiraian hanya dapat dilakukan di deipan sidang Pe ingadilan seite ilah 

Pe ingadilan yang be irsangkutan be irusaha dan tidak beirhasil meindamai 

kan keidua be ilah pihak”. 

(2) “Untuk meilakukan peirce iraian harus ada cukup alasan bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat rukun seibagai suami isteiri”. 

(3) “Tata cara peirceiraian di deipan sidang Pe ingadilan diatur dalam 

pe iraturan peirundangan te irse ibut”.
21

 

     De ingan de imikian seisuai de ingan ke iteintuan undang-undang yang ada, 

bahwa suami dan istri dapat dikatakan sah be irceirai apabila meire ika 

meilakukannya dihadapan pe ingadilan, se isuai de ingan pre ioise idur dan 

ke iteintuan yang sudah dibuat diantaranya yaitu, sudah me ilakukan meidiasi 

dan hal teirseibut tidak beirhasil, meindatangkan saksi-saksi yang tahu beitul 

                                                             
20

 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Bening Pustaka), 2020, hlm 

161 
21

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII, 

Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. 
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teirhadap peirmasalahan rumah tangga suami istri teirse ibut, dan keiteintuan 

lainnya. Suami dan istri juga harus meimiliki alasan yang kuat untuk 

meilakukan peirceiraian, alasan teirse ibut bisa saja keike irasan dalam rumah 

tangga, pe irte ingkaran yang te irus me ineirus, suami atau istri tidak meilakukan 

ke iwajibannya, dan proibleimatika lainnya yang ada dalam rumah tangga. 

     Prinsip dalam Al-Qur‟an me ingisyaratkan meisti adanya alasan yang 

cukup bagi suami untuk meintalak istrinya dan me injadikannya langkah akhir 

yang tidak dapat dihindari. Dalam KHI (Koimpilasi Hukum Islam) 

dise ibutkan macam-macam talak, diantaranya adalah : 

Pasal 118 

Talak raj’i adalah talak satu atau dua, dimana suami beirhak rujuk seilama 

istri masih dalam masa iddah. 

Pasal 119 

(1) Talak bain syughra adalah talak yang tidak boile ih dirujuk, tapi boileih 

nikah baru deingan suaminya me iskipun dalam iddah.  

(2) Talak bain syughra se ibagaimana teirse ibut pada ayat (1) adalah : 

a. Talak yang te irjadi qoibla al-dukhul; 

b. Talak deingan te ibusan atau khuluk; 

c. Talak yang dijatuhkan oileih Pe ingadilan Agama. 

Pasal 120 

Talak bain kubra adalah talak yang te irjadi untuk keitiga kalinya. Talak jeinis 

ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi keimbali, keicuali apabila 
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pe irnikahan itu dilakukan seite ilah beikas istri meinikah deingan oirang lain dan 

ke imudian teirjadi peirce iraian ba‟da al-dukhul dan habis masa iddahnya. 

Pasal 121 

Talak sunny adalah talak yang diboileihkan, yaitu talak yang dijatuhkan 

teirhadap istri yang se idang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci 

teirse ibut. 

Pasal 122 

Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada 

waktu istri dalam keiadaan hamil, atau istri dalam keiadaan suci, tapi sudah 

dicampuri pada waktu suci teirse ibut.22 

     Pe irceiraian akan dikatakan sah keitika dilakukan dihadapan hakim 

Pe ingadilan deingan dasar syarat yang diteintukan oile ih undang-undang. 

Se ipe irti yang te ircantum dalam KHI pasal 115 meinye ibutkan bahwa 

“Pe irceiraian hanya dapat dilakukan di de ipan sidang Pe ingadilan Agama 

se iteilah Pe ingadilan Agama teirse ibut be irusaha dan tidak beirhasil 

meindamaikan keidua be ilah pihak”. Dan juga dalam Pasal 124 diseibutkan 

bahwa “Peirceiraian itu teirjadi teirhitung pada saat peirceiraian itu dinyatakan 

dideipan sidang pe ingadilan”.23 

     Pe irceiraian hanya dapat dilakukan dihadapan muka peingadilan, e intah 

suami maupun istri yang me ingajukannya. Ceirai gugat me irupakan peirceiraian 

                                                             
22

 Amir Syafruddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm 229-230 
23

 Eysar Sugiarto, Sadari, AH. Baharuddin, Yuridisi Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum 

islam (KHI) Di Indonesia, Moderation : Journal of Islamic Studies Review, Volume 03, No. 01, maret 

2023, hlm 3 



22 
 

 

de ingan suatu putusan peingadilan kareina adanya gugatan dari pihak istri.24 

se idangkan ce irai talak diajukan oileih suami ke ipada istrinya.25  

     Dalam Undang-Undang Noi.1 Tahun 1974, Bab VIII Pasal 38 bahwa: 

pe irkawinan dapat putus kareina : a. ke imatian, b. peirceiraian dan, c. atas 

putusan Pe ingadilan. Pasal 39 meinye ibutkan bahwa: (1) pe irce iraian hanya 

dapat dilakukan dideipan sidang pe ingadilan seiteilah pe ingadilan yang 

be irsangkutan beirusaha dan tidak beirhasil meindamaikan keidua beilah pihak; 

(2) untuk meilakukan peirceiraian harus cukup alasan, bahwa antara suami 

isteiri itu tidak akan dapat hidup rukun se ibagai suami isteiri; (3) Tatacara 

pe irceiraian dideipan sidang pe ingadilan diatur dalam peiraturan peirundang-

undangan.26 

     Se icara jeilas teilah diseibutkan dalam Undang-Undang Noi.1 Tahun 

1974, Bab VIII Pasal 38 dan 29 yang te ilah ditulis diatas bahwa ada beibe irapa 

faktoir yang bisa me imbuat peirkawinan meinjadi teirputus, dan dise ibutkan juga 

bahwa talak tidak boileih dijatuhkan seisuka hati oileih para suami, akan teitapi 

harus meimiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di hadapan sidang 

                                                             
24

 Karimuddin, Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis 

Putusan Mahkamah Syari’ah dengan Pendekatan Fiqh), (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 

2022, hlm 15 
25

 Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Katolik Indonesia Atma Jaya), 2020, hlm 44 
26

 Perpustakaan Nasional RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan 

Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (jakarta: Mangkamah Agung RI), 

2011, hlm 143-145. 
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pe ingadilan. Itu pun seiteilah peingadilan leibih dahulu beirusaha untuk 

meindamaikan pasangan suami istri teitapi tidak beirhasil.27 

2. Se ibab-Se ibab Putusnya Pe irce iraian 

Pe irkawinan dapat putus kareina : 

a. Ke imatian, 

b. Pe irceiraian, dan 

c. Atas ke iputusan Pe ingadilan28 

Dalam Koimpilasi Hukum islam Pasal 116 diseibutkan bahwa peirceiraian 

dapat teirjadi kareina atau alasan-alasan : 

a. Salah satu pihak beirbuat zina atau meinjadi peimabuk, peimadat, 

pe injudi, dan lain seibagainya yang sukar dise imbuhkan. 

b. Salah Satu pihak meininggalkan pihak lain seilama 2 (dua) tahun 

be irturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

kareina hal lain diluar keimampuannya. 

c. Salah satu pihak meindapat hukuman pe injara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang le ibih be irat seiteilah peirkawinan beirlangsung. 

d. Salah satu pihak meilakukan keike ijaman atau peinganiayaan be irat yang 

meimbahayakan pihak lain. 

                                                             
27

 Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di 

Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020,  hlm 

93 
28

 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan, BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, 

Pasal 38. 
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e. Salah satu pihak meindapat cacat badan atau peinyakit deingan akibat 

tidak dapat meinjalankan keiwajibannya se ibagai suami atau isteiri. 

f. Antara suami isteiri teirus me ineirus te irjadi pe irse ilisihan dan peirteingkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. Suami meilanggar taklik talak 

h. Pe iralihan agama atau murtad yang me inye ibabkan teirjadinya ke itidak 

rukunan dalam rumah tangga.29 

B. Nafkah 

1. Pe inge irtian Nafkah 

     Teirdapat beibeirapa se ibab yang me ingharuskan se ise ioirang untuk 

meimbe irikan nafkah, diantaranya adalah se ibab adanya pe irnikahan, seibab 

se inasab atau keiturunan, dan se ibab keipe imilikan. Dari keitiga se ibab teirse ibut 

salah satunya adalah se ibab adanya pe irnikahan. dalam ruang lingkup rumah 

tangga, dalam Islam meingatur bahwa pe imbeirian nafkah meinjadi keiwajiban 

bagi se ioirang suami ke ipada istri dan anggoita ke iluarganya yang me injadi 

tanggungannya.30 

     Se icara bahasa kata nafkah beirasal dari bahasa arab, nafkah beirasal 

dari kata انُفمت" " yang be irmakna biaya, be ilanja, peinge iluaran uang. Ada pula 

yang me ingatakan beirasal dari kata al-infaq yang be irarti peinge iluaran. Jika 

                                                             
29

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 
30

 Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kamus Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, Th. 

XVII, Agustus 2015, hlm. 384 
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kata nafaqah ini dihubungkan deingan pe irkawinan maka meingandung arti 

“se isuatu yang dike iluarkan dari hartanya untuk keipe intingan istrinya se ihingga 

meinye ibabkan hartanya me injadi beirkurang”.31 

     Me inurut kamus beisar bahasa Indoineisia nafkah beirarti peirbeilanjaan 

untuk hidup, uang, peindapatan, suami wajib meimbeiri keipada istrinya dan 

be ikal hidup seihari-hari. 

     Me inurut peinje ilasan syarah kitab riyadu as-shalihin karya Imam 

Nawawi dalam bab An-nafaqah dijeilaskan bahwa nafkah seibagai suatu 

pe imbeirian baik beirupa pakaian, harta, dan teimpat tinggal ke ipada yang 

meinjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pe imantu.32 

     Be irdasarkan pe injeilasan diatas maka dapat ditarik keisimpulan bahwa 

ke iwajiban untuk meimbeirikan nafkah ke ipada seise ioirang yang ada dalam 

tanggungannya se ipe irti istri, dan anak. Se ioirang suami beirkeiwajiban untuk 

meimbe irikan nafkah keipada istri dan anggoita ke iluarganya, se ipe irti halnya 

sandang dan pangan. Pe irlu digaris bawahi bahwa dalam meimbeirikan nafkah 

disini diukur deingan ke imampuan yang dimiliki, dan peirlu diseisuaikan 

de ingan ke ibutuhan dan keimampuan, agar nantinya dapat beirjalan seisuai 

standar yang dimiliki. 

                                                             
31

 Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak 

(Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), Al-Ahwal, Volume 10, No. 1, Juni 2017, 

hlm 3. 
32

 Dzulkifli Hadi Imawan, Fikih Nafkah, http://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27//fikih-nafkah/, diakses 

pada 5 Agustus 2023, pukul 17. 05 WIB 

http://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/


26 
 

 

2. Dasar Hukum Nafkah 

     Teirdapat dasar hukum beibeirapa dasar hukum keiwajiban meimbeiri 

nafkah, diantara dasar hukum teirse ibut adalah seibagai be irikut: 

a. Al-Qur‟an Surat At-Thalaq ayat 7 

ُ لََ يكَُلِّفُ ٱللََُّّ   نَـفْسًا ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِوِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْوِ رِزْقوُۥُ فـَلْينُفِقْ مَِّآ ءَاتىََٰوُ ٱللََّّ
ُ بَـعْدَ عُسْرٍ يسُْرً  هَا سَيَجْعَلُ ٱللََّّ اإِلََّ مَآ ءَاتىَـَٰ  

 “He indaklah oirang yang me impunyai ke iluasan meimbeiri nafkah meinurut 

ke imampuannya, dan oirang yang te irbatas re ize ikinya, he indaklah meimbeiri 

nafkah dari harta yang dibe irikan Allah keipadanya. Allah tidak 

meimbe ibani keipada se ise ioirang me ilainkan (se isuai) de ingan apa yang 

dibeirikan allah keipadanya. Allah keilak akan meimbe irikan keilapangan 

se iteilah keise impitan”. 

 Ayat diatas meinjeilaskan bahwa ِِّسَعَتۦ ٍ  heindaklah) نُُِٛفِكْ ذُٔ سَعَتٍ يِّ

oirang yang me impunyai keiluasan meimbeiri nafkah meinurut 

ke imampuannya), suami meimbeirikan nafkah seisuai de ingan ke imampuan 

yang dimilikinya. َٓا ُ ََفْسًا إِلََّ يَآ ءَاتىَٰ Allah tidak meimbe) لََ ٚكَُهِّفُ ٱللََّّ ibani keipada 

se ise ioirang me ilainkan (seisuai) deingan apa yang dibe irikan allah 

ke ipadanya), Allah tidak meimbe irikan beiban yang me ile ibihi batas 

ke imampuan oirang te irse ibut, Seioirang suami dalam meimbeirikan nafkah 

he indaknya me imbeirikan se isuai deingan poirsinya. 

b. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233 
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تُ يُـرْضِعْنَ  لِدََٰ أَوْلََٰدَىُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يتُِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَوُۥ وَٱلْوََٰ
 بِوَلَدِىَا وَلََ 

ٌۢ
لِدَةٌ  رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لََ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا ۚ لََ تُضَارَّٓ وََٰ

نـْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ مَوْلُودٌ لَّوُۥ بِ  لِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًَ عَن تَـرَاضٍ مِّ وَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذََٰ
تُم جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتـَرْضِعُوٓا۟ أَوْلََٰدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَ  اتَـيـْ

رُوفِ ۗ وَٱتَـّقُوا۟ ٱللَََّّ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَََّّ بِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيٌ بِٱلْمَعْ   
 “Dan Ibu-ibu he indaklah meinyusui anak-anaknya se ilama dua tahun 

pe inuh, bagi yang ingin meinyusui se icara se impurna. Dan keiwajiban ayah 

meinanggung nafkah dan pakaian meire ika deingan cara yang patut. 

Se ise ioirang tidak dibeibani leibih dari keisanggupannya. Janganlah seioirang 

Ibu me inde irita kareina anaknya dan jangan pula se ioirang ayah (me indeirita) 

kareina anaknya. Ahli waris pun (beirke iwajiban) seipeirti itu pula. Apabila 

ke iduanya ingin me inyapih deingan pe irse itujuan dan peirmustawaratan antar 

ke iduanya, maka tidak ada doisa atas keiduanya. Dan jika kamu ingin 

meinyusukan anakmu ke ipada oirang lain, maka tidak ada doisa bagimu 

meimbe irikan peimbayaran de ingan cara yang patut. Be irtakwalah keipada 

Allah dan keitahuilah bahwa Allah Maha meilihat apa yang kamu 

ke irjakan”. 

c. Hadis 

بَة قالت يََ رَسُولَ اِلله إِنْ أَبََ سُفْيَانَ رَجُلٌ سَجِيحٌ وَلَيْسَ  عَنْ عَائِشَة أَنْ ىِنْدَ بنِْتَ عُتـْ
ي إِلََّ مَا أَخَذْتُ مِنْوُ وَىُوَ لَ يَـعْلَمُ فـَقَالَ حَدي ما يكفيك ووَلَدَكِ يُـعْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَدِ 

 بَِلْمَعْرُوفِ 
“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah be irkata Wahai Rasullullah, 

se isungguhnya Abu Sufyan se ioirang yang kikir dan ia tidak meimbeiri 
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nafkah yang cukup untukku dan anakku keicuali apa yang saya ambil 

darinya dan ia tidak meinge itahuinya. Lantas Nabi SAW be irsabda : 

Ambillah se ijumlah yang dapat me incukupi ke ibutuhanmu dan anakmu 

se icara ma‟ruf”.33 

d. Koimpilasi Hukum Islam 

Pasal 80 (4) Se isuai peinghasilannya suami meinanggung 

a) Nafkah, Kiswah dan te impat keidiaman bagi istri, 

b) Biaya rumah tangga, biaya pe irawatan dan biaya pe ingoibatan bagi 

istri dan anak, 

c) Biaya pe indidikan bagi anak.34 

Dari peinje ilasan diatas se isuai deingan be ibe irapa dasar hukum nafkah 

teirse ibut, dapat ditarik keisimpulan bahwa dalam peimbeirian nafkah 

meirupakan suatu ke iwajiban yang harus ditunaikan oile ih suami keipada 

istrinya se isuai de ingan ke imampuan yang dimilikinya, yang te irpe inting 

ke ibutuhan yang dibutuhkan te irpeinuhi se isuai de ingan standar ke imampuan, 

se irta nafkah yang dibe irikan meirupakan nafkah yang dipe iroile ih deingan cara 

yang baik-baik. 

 

 

 

                                                             
33

 Muhammad Tasnim, dkk, Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadis, Jurnal Pendidikan Tembusai, 

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022, hlm 12829 
34

  Hazarul Aswat, Arif Rahmat, Kewajiban Suami memberikan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum 

Islam, Jurnal Al-Iqtishod, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021, hlm 20 
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C. Nafkah Iddah 

1. Pe inge irtian Nafkah Iddah 

Nafkah iddah teirdiri atas dua kata, yaitu nafkah dan iddah. Se ipe irti 

yang sudah teirpapar dalam peinje ilasan nafkah, nafkah beirarti peinghidupan. 

Se idangkan iddah se indiri meirupakan masa meinunggu bagi istri se iteilah 

ditalak oile ih suaminya. 

 َٙ ِْ سْىُ  نغَُتً  َٔ ٍْ  الَِْ اعْتدََّ  يِ  “Iddah se icara bahasa adalah kalimat isim dari kata 

“i’tadda”, شَرْعًا رْأةَِ  ترََبُّضُ  َٔ ًَ ا ٚعُْرَفُ  يُدَّةً  انْ َٓ ْٛ ا برََاءَةُ  فِ َٓ ًِ ْٔ  بِألَْرَاءٍ  رَحْ ُٓرٍ  أَ ْٔ  أشَْ ضْعِ  أَ مٍ  َٔ ًْ حَ  

“dan seicara syara‟ adalah peinantian seioirang pe ire impuan dalam jangka waktu 

yang bisa dike itahui dalam reintan waktu te irse ibut bahwa kandungannya te ilah 

be irsih, deingan be ibe irapa masa suci, be ibeirapa bulan atau meilahirkan 

kandungan”.35 

Pe imbeirian nafkah iddah wajib dilakukan. Jadi, nafkah iddah adalah 

nafkah atau peinghidupan suami ke ipada istri se iteilah be irceirai, atau pe imbeirian 

harta keipada mantan istri. Mantan istri beirhak meindapat nafkah dari mantan 

suaminya. Nafkah disini maksudnya adalah seipe irti nafkah yang dibe irikan 

se ibe ilum teirjadinya pe irce iraian, nafkah te irse ibut beirupa te impat tinggal, 

sandang dan pangan se isuai de ingan ke ite intuan yang be irlaku, ke icuali wanita 

atau mantan istri teirse ibut dianggap nusyuz (durhaka).
36

 

                                                             
35

 Syamsuddin Abu Abdillah, islamic.com, Terjemahan Kitam Fathul Qarib, https://www.islamiy. 

com/terjemah-kitab-fathul-qorib/, diakses pada 23 mei 2023, pukul 22.04 WIB. 
36

 Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah 

Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, Jurnal Kajian Hukum Islam,  Volume 5, No. 2, 

Desember 2020, hlm 291-292. 
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Dapat ditarik keisimpulan bahwa nafkah iddah meirupakan nafkah yang 

dibeirikan oileih suami keipada istrinya se ite ilah ditalak, yang be irtujuan untuk 

ke ilangsungan hidup istri, dan de ingan masa yang dite intukan se isuai deingan 

dasar hukum yang ada. 

2. Dasar Hukum Nafkah Iddah 

Istri yang dice iraikan oile ih suaminya me imiliki hak untuk meindapatkan 

nafkah dari suaminya. Me iskipun ke iduanya sudah tidak ada ikatan 

pe irnikahan, suami masih teitap beirke iwajiban meimbe irikan nafkah se ilama 

masa iddah. Al-Qur‟an me inye ibutkan ke iwajiban meimbe irikan nafkah keipada 

istri seite ilah diceiraikan, teirdapat dalam Q.S. At-Thalaq ayat 1 yang be irbunyi: 

ةَۚ وَاتَـّقُوا اللَََّّٰ  تِِِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّ يَمـهَا النَّبِم اِذَا طلََّقْتمُُ النِّسَاۤءَ فَطلَِّقُوْىُنَّ لِعِدَّ   رَبَّكُمۚ يََٰٓ
“Wahai Nabi, apabila kamu meinceiraikan istri-istrimu maka heindaklah kamu 

ceiraikan meire ika pada waktu meire ika dapat (meinghadapi) iddahnya (yang 

wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, se irta beirtakwalah keipada Allah 

Tuhanmu”. 

Nafkah iddah wajib dibeirikan keipada istri se iteilah dijatuhi talak, seisuai 

de ingan ke iteintuan yang akan diteitapkan oileih hakim di Peingadilan Agama. 

Dalam Undang-undang Noimoir 1 tahun 1974 teintang pe irkawinan Pasal 41 c. 

Pe ingadilan dapat meiwajibkan keipada beikas suami untuk meimbe irikan biaya 

pe inghidupan dan/atau meine intukan seisuatu ke iwajiban bagi beikas istri. 

Ke itika pe irkawinan seioirang suami deingan istri teirputus, baik teirputus 

kareina be irceirai, ataupun ditinggal mati oile ih suaminya, maka akan 
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meinimbulkan akibat hukum yang harus dipeirhatikan, hal teirse ibut adalah 

masa iddah. Iddah adalah masa meinunggu bagi wanita de ingan ke ite intuan 

waktu yang dite intukan dan meinahan diri agar tidak meinikah se iteilah beirceirai 

de ingan suaminya de ingan waktu yang dite itapkan.37  

3. Pe imbagian Masa Iddah 

Istri yang dice iraikan oile ih suaminya wajib meinjalankan masa iddah. 

Masa iddah teirdapat dua macam, yaitu masa iddah kareina peirceiraian dan 

masa iddah kareina ditinggal mati oileih suaminya.  

a. Masa iddah kareina pe irceiraian, hal ini  meimiliki dua kateigoiri yang 

masing-masing me imiliki hukum teirse indiri, yaitu: 

1) Wanita yang dice iraikan oile ih suaminya dan be ilum peirnah dise itubuhi 

(qabla dukhul). Wanita teirseibut tidak diharuskan untuk meinjalani 

masa iddah. Hal ini beirdasarkan pada Q.S. Al-Ahzab ayat 49 yang 

be irbunyi : 

يَمـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ  ٱلْمُؤْمِنََٰتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قـَبْلِ أَن تََسَموىُنَّ فَمَا لَكُمْ يَََٰٓ
  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَـعْتَدمونَـهَا

“Hai oirang-oirang yang be iriman, apabila kamu meinikahi peireimpuan-

pe ireimpuan yang be iriman, keimudian kamu ce iraikan meire ika se ibeilum 

kamu meincampurinya maka seikali-se ikali tidak wajib atas meireika 

iddah bagimu yang kamu minta meinye impurnakannya”. 

                                                             
37
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2) Wanita yang dice iraikan oileih suaminya dan sudah dise itubuhi (ba’da 

dukhul). Wanita yang dalam kateigoiri ini meimiliki dua keiadaan yaitu, 

wanita teirse ibut tidak dalam keiadaan hamil, deingan arti bahwa tidak 

meinutup ke imungkinan bahwa wanita te irse ibut masih meingalami 

haid. Me ireika harus me injalani masa iddah se ilama tiga kali suci atau 

tiga kali haid, dan juga dinamakan tiga kali quru’, hal ini beirdasar 

pada Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang be irbunyi : 

 ُ ءٍۗ وَلََ يََِلم لََنَُّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللََّّٰ
ثَةَ قُـرُوْۤ تُ يَـتـَرَبَّصْنَ بَِنَْـفُسِهِنَّ ثَـلَٰ فِْٓ وَالْمُطلََّقَٰ

ۗ  وَالْيـَوْمِ الََْٰخِرِ ارَْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ بَِللََِّّٰ   

“Wanita-wanita yang ditalak, heindaklah meinahan diri (meinunggu) 

tiga kali quru‟, tidak boile ih meire ika me inye imbunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika meire ika beiriman keipada Allah 

dan hari akhir”. 

Se ilanjutnya adalah wanita teirse ibut dalam ke iadaan hamil. Bagi 

wanita yang se idang hamil maka masa iddahnya adalah sampai 

meilahirkan. Hal ini beirdasarkan pada Q.S. At-Thalaq ayat 4: 

تُمْ  كُمْ اِنِ ارْتَـبـْ سْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕ  ـيِْ يىَِٕ
ۤ
 ـيِْ لََْ يََِضْنَۗ وَالَّٰ

ۤ
ثَةُ اَشْهُرٍٍۙ وَّالَّٰ تُـهُنَّ ثَـلَٰ فَعِدَّ

 وَاوُلََتُ الََْحْْاَلِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَْْلَهُنَّ 
“Pe ireimpuan peireimpuan yang tidak haid lagi (meinoipoiuse i) diantara 

istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (te intang masa iddahnya) maka 

iddahnya adalah tiga bulan, dan beigitu pula peire impuan-peire impuan 

yang tidak haid. seidangkan pe ire impuan-pe ire impuan yang hamil, maka 

iddah meire ika itu ialah sampai meire ika meilahirkan kandungannya. 
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b. Masa iddah kareina ditinggal mati. Wanita yang ditinggal mati oileih 

suaminya me imiliki dua kateigoiri yang masing-masing me imiliki hukum 

teirse indiri. Dua kateigoiri te irse ibut adalah : 

1) Wanita yang ditinggal mati oileih suaminya dalam ke iadaan tidak 

hamil atau bahkan beilum seimpat dicampuri (qabla dukhul) maka 

masa iddahnya se ilama 130 (seiratus tiga puluh) hari atau kurang 

leibihnya e impat bulan seipuluh hari. hal teirse ibut diseibutkan dalam 

Koimpilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 : (2) Waktu tunggu bagi 

se ioirang janda diteintukan seibagai be irikut: a. apabila peirkawinan 

putus kare ina keimatian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu 

diteitapkan 130 (se iratus tiga puluh) hari; d. Apabila peirkawinan putus 

kareina ke imatian, seidangkan janda teirse ibut dalam keiadaan hamil, 

waktu tunggu dite itapkan sampai meilahirkan.38  

Be irdasarkan pada Q.S Al-baqarah ayat 234: 

اِذَا وَالَّذِيْنَ يُـتـَوَفَـّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ ازَْوَاجًا يَـّتـَرَبَّصْنَ بَِنَْـفُسِهِنَّ ارَْبَـعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ ف
ُ بِاَ تَـعْمَلُوْنَ بَـلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلََ جُ   وَاللََّّٰ

نَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فـَعَلْنَ فِْٓ انَْـفُسِهِنَّ بَِلْمَعْرُوْفِۗ
 خَبِيـْرٌ  

“Oirang-oirang yang mati diantara kamu seirta meininggalkan istri-istri 

he indaklah meireika (istri-istri) meinunggu e impat bulan seipuluh hari. 

ke imudian apabila teilah sampai (akhir) iddah meire ika, maka tidak ada 

doisa bagimu meinge inai apa yang me ire ika lakukan teirhadap diri 
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meire ika meinurut cara yang patut. Dan Allah Maha Meinge itahui apa 

yang kamu ke irjakan. 

2) Wanita yang ditinggal mati oileih suaminya dalam ke iadaan hamil, 

masa iddahnya sama seipe irti masa iddahnya wanita hamil lalu 

diceiraikan oileih suaminya, yaitu sampai bayi dalam kandungannya 

lahir. Hal teirse ibut beirdasarkan pada Q.S At-Talaq ayat 4: 

سْنَ مِنَ الْمَحِ   ـيِْ يىَِٕ
ۤ
 ـيِْ لََْ يََِضْنَۗ وَالَّٰ

ۤ
ثَةُ اَشْهُرٍٍۙ وَّالَّٰ تُـهُنَّ ثَـلَٰ تُمْ فَعِدَّ كُمْ اِنِ ارْتَـبـْ يْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕ

َ يََْعَلْ لَّو مِنْ امَْرهِ يسُْرً   وَمَنْ يَـّتَّقِ اللََّّٰ
ۗ
اوَاوُلََتُ الََْحْْاَلِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَْْلَهُنَّ   

 “Pe ireimpuan peireimpuan yang tidak haid lagi (meinoipoiuse i) diantara 

istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (te intang masa iddahnya) maka 

iddahnya adalah tiga bulan, dan beigitu pula peire impuan-peire impuan 

yang tidak haid. seidangkan pe ire impuan-pe ire impuan yang hamil, maka 

iddah meire ika itu ialah sampai meire ika meilahirkan kandungannya. 

Dari pe injeilasan diatas maka dapat ditarik ke isimpulan bahwa masa 

iddah diteintukan seisuai deingan ke iadaan istri yang ditalak teirse ibut, apabila 

istri ditalak suaminya se ibe ilum meilakukan hubungan badan (qabla dukhul)  

maka tidak ada masa iddah. Istri yang ditalak suami nya se ite ilah 

be irhubungan badan (ba’da dukhul) maka masa iddahnya se ilama tiga kali 

suci tiga kali haid atau kurang leibih seilama 3 (tiga) bulan. istri yang ditalak 

atau ditinggal mati suaminya dalam keiadaan hamil, maka masa iddahnya 

hingga meilahirkan. Dan untuk istri yang ditinggal mati suaminya e intah itu 

qabla dukhul ataupun ba’da dukhul maka masa iddahnya se ilama se iratus tiga 

puluh hari, atau kurang le ibih eimpat bulan leibih se ipuluh hari. 
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D. Mut’ah 

1. Pe inge irtian Mut’ah 

Kata mut’ah be irasal dari kata انًتاع (al-mata’), yang be irarti seisuatu 

yang dijadikan seibagai poikoik untuk be irse inang-se inang. Se icara de ifinitik arti 

mut’ah adalah seijumlah harta yang wajib dibeirikan suami untuk istrinya 

yang te ilah dicampakkan oile ihnya se imasa hidupnya de ingan cara talak atau 

yang se imakna deingannya.39 Me inurut Kamus Be isar Bahasa Indoine isia mut’ah 

diartikan seibagai uang, barang, dsb, yang dibeirikan suami keipada istri yang 

diceiraikannya se ibagai be ikal hidup (peinghibur hati) beikas istrinya. 

Mut’ah meirupakan beintuk pakaian atau harta yang dibe irikan oileih 

mantan suami keipada istri yang dia ceiraikan guna meinghibur hati istri, dan 

meinghapus rasa pe inde iritaan dari istri akibat teirjadinya pe irceiraian. Nafkah 

mut’ah dibeirikan deingan tujuan meingurangi rasa se idih dan atau peindeiritaan 

yang dialami oileih mantan istri yang dice iraikan mantan suaminya. se ibagai 

pe inghilang pilu.40 

Wahbah Az-Zahaili dalam buku yang be iliau karang dijabarkan bahwa 

“mut’ah yaitu pakaian atau harta yang dibeirikan oileih suami keipada istri 

yang dice iraikan yang me ile ibihi mahar atau se ibagai ganti mahar seibagaimana 
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dalam koindisi peire impuan mufawwidhad untuk meinghibur hati si pe ireimpuan, 

dan untuk meingurangi rasa sakit akibat peirse ilisihan”.41 

Dapat disimpulan bahwa mut’ah meirupakan se isuatu peimbeirian dari 

suami keipada istri seiteilah teirjadinya pe irceiraian, dapat beirbe intuk mateiri 

de ingan meingukur ke imampuan suami, yang be irtujuan untuk meingurangi rasa 

sakit hati dan seibagai peinghibur atau pe ilipur akibat peirpisahan. 

2. Dasar Hukum Pe imbe irian Mut’ah 

Teirdapat beibraspa dasar hukum yang me injeilaskan meinge inai mut’ah, 

diantara dasar hukum teirse ibut adalah seibagai be irikut: 

a. Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab ayat 49 

يَمـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنََٰتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قـَبْلِ أَن تََسَموىُنَّ فَمَا   يَََٰٓ
ةٍ تَـعْتَدمونَـهَا ۖ فَمَتِّعُوىُنَّ وَسَرّحُِوىُنَّ سَرَاحً  يلًَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ ا جََِ  

 “Wahai oirang-oirang yang be iriman, apabila kamu meinikahi 

pe ireimpuan-pe ire impuan mukmin, keimudian kamu meinceiraikan meire ika 

se ibe ilum kamu meincampurinya maka tidak ada masa iddah atas meire ika 

yang pe irlu dihitungkan. Namun beirilah meire ika mut’ah dan leipaskan 

meire ika itu deingan cara yang baik-baik”. 

 Dari peinjeilasan ayat diatas diseibutkan bahwa  ٍَّ ُْ ْٕ تِّعُ ًَ  beirilah) فَ

meire ika mut’ah), se isuai deingan pe inggalan ayat te irse ibut bahwa keitika 

istri diceiraikan oileih suaminya maka istri teirse ibut beirhak untuk 
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meindapatkan mut’ah dari suaminya,  ٍَّ ُْ ْٕ حُ سَرِّ ْٛلً  سَرَاحًا َٔ ًِ جَ  (dan 

leipaskanlah meire ika deingan cara yang baik-baik), dari sini sudah jeilas 

bahwa peirpisahan meirupakan se isuatu yang me inyakitkan, maka dari itu 

be irpisahlah atau beirceirailah seicara baik-baik tanpa meinyakiti. 

b. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 241 

تِ مَتَاعٌ بَِلْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ    وَللِْمُطلََّقَٰ
“Dan bagi pe ire impuan-peire impuan yang diceiraikan heindaklah dibeiri 

mut’ah meinurut cara yang patut, se ibagai suatu keiwajiban bagi oirang 

yang be irtakwa”. 

 Ayat diatas meinjeilaskan bahwa bagi istri yang dice iraikan oileih 

suaminya, istri be irhak untuk meindapatkan mut’ah be irupa mateiri (barang 

atau uang atau suatu yang lainnya) se icara wajar meinye isuaikan koindisi 

suami. 

c. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 236 

ىُنَّ عَلَى لََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طلََّقْتُمُ النِّسَاۤءَ مَا لََْ تََسَموْىُنَّ اوَْ تَـفْرضُِوْا لََنَُّ فَريِْضَةً  وَّمَتِّعُوْ 
لْمُقْتِِ قَدَرهُ مَتَاعًا بَِلْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ الْمُوْسِعِ قَدَرهُ وَعَلَى ا  

“Tidak ada doisa bagimu, jika kamu meinceiraikan istri-istri kamu yang 

be ilum kamu seintuh (campuri) atau beilum kamu teintukan maharnya. Dan 

he indaklah kamu beiri meire ika mut’ah, bagi yang mampu me inurut  

ke imampuannya dan bagi yang tidak mampu meinurut ke isanggupannya, 

yaitu peimbe irian deingan cara yang patut, yang me irupakan keiwajiban 

bagi oirang-oirang yang be irbuat ke ibaikan. 
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 Ayat diatas me injeilaskan  ٍَّ ُْ ْٕ يَتعُِّ َّٔ  (dan he indaklah kamu 

meimbe irikan mut’ah), َٗسِعِ  عَه ْٕ ًُ ِ   انْ عَهَٗ لدَرَُ مْترِِ  َٔ ًُ ِ   انْ لدَرَُ  (bagi yang mampu 

meinurut ke imampuannya dan bagi yang tidak mampu meinurut 

ke isanggupannya). Dalam meimbe irikan mut’ah ke ipada istri yang te ilah 

diceirikan itu diukur seisuai deingan ke imampuan suami, apabila suami 

oirang yang mampu, maka beirikanlah mut’ah yang se isuai de ingan 

ke imampuan yang dimiliki, dan apabila suaminya meirupakan oirang yang 

tidak mampu, maka meimbeirikan mut’ahnya se isuai de ingan 

ke isanggupannya, dan te intunya de ingan jumlah yang pantas. 

d. Koimpilasi hukum Islam 

 Dalam Koimpilasi Hukum islam Bab XVII dije ilaskan teintang 

akibat putusnya pe irkawinan seibagai beirikut : Bagian Satu Akibat Talak 

Pasal 149, Bilamana peirkawinan putus kareina talak, maka beikas suami 

wajib: a. Me imbe irikan mut’ah yang layak ke ipada beikas istri, baik beirupa 

uang atau beinda, keicuali beikas istri teirse ibut qabla al-dukhul.42 

Dari beibe irapa dasar  hukum yang te ilah dijabarkan diatas suami 

be irkeiwajiban untuk meimbayar mut’ah ke ipada istri baik qabla dukhul 

maupun ba’da dukhul. Dalam meine intukan jumlahnya akan diseisuaikan 

de ingan ke imampuan yang dimiliki, dan teintunya dirasa adil agar ke idua be ilah 

pihak tidak meirasa dirugikan. Dan se isuai pada Koimpilasi Hukum Islam 
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diatas bahwa mut’ah meirupakan wujud suatu barang atau seisuatu yang 

meimiliki nilai harga, se ipeirti halnya uang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

 Jeinis pe ine ilitian yang disusun dalam pe ine ilitian ini adalah riseit 

ke ipustakaan (library reise iarch), yaitu suatu keigiatan yang be irkaitan deingan 

meitoide i peingumpulan data pustaka.  Peine ilitian keipustakaan meirupakan jeinis 

pe ineilitian yang dipakai guna me ingumpulkan beirbagai data dan infoirmasi. 

Adapun cara yang dilakukan dalam peine ilitian ini adalah deingan cara me ingkaji 

dan meine ilaah beirbagai doikumein baik dari buku, catatan, jurnal, dan data lainnya 

yang be irkaitan deingan upaya hakim dalam meimutuskan jumlah nafkah iddah 

dan mut’ahnya istri yang ditalak. 

B. Sumber Hukum 

 Pe inggunaan sumbe ir hukum dalam peine ilitian ini adalah meinggunakan 

sumbe ir hukum primeir dan se ikundeir 

a. Sumbe ir hukum primeir yang digunakan dalam peineilitian ini dipeiroileih dari 

Putusan Noimoir  1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, 

dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

b. Sumbe ir hukum seikunde ir yang digunakan dalam peine ilitian ini dihasilkan 

de ingan me ineilaah jurnal, buku, dan doikumein-doikume in yang be irkaitan 

de ingan te ima peine ilitian, diantara sumbeir data seikunde ir ini adalah Undang-
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Undang Noimoir 1 tahun 1974 te intang pe irkawinan, Koimpilasi Hukum 

Islam te intang pe irkawinan, ayat dalam Al-Qur‟an te intang masa iddah 

wanita seiteilah ditalak, dan keiwajiban meimbe irikan mut’ah bagi suami 

ke ipada istrinya se ite ilak ditalak, seirta bahan-bahan data lainnya yang 

be irkeinaan deingan pe ine ilitian. 

C. Metode Pendekatan 

 Me itoidei yang digunakan dalam peine ilitian ini adalah meitoide i kualitatif 

de ingan pe indeikan yuridis noirmatif. Yuridis noirmatif meirupakan peine ilitian 

hukum keipustakaan, dilakukan deingan cara meineilaah bahan-bahan keipustakaan, 

untuk meindapatkan bahan-bahan be irupa te ioiri-te ioiri, koinse ip-koinse ip, asas-asas 

hukum, dan peiraturan hukum yang be irkaitan deingan pe imbahasan.43 Pe inulis 

meinggunakan pe inde ikatan yuridis noirmatif kareina meingkaji te intang putusan 

Pe ingadilan Agama Banyumas. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Be irdasar pada jeinis peine ilitiannya yang meinggunakan library reise iarch, 

maka dalam tahap meitoide i pe ingumpulan data ini meinggunakan meitoide i 

doikumeintasi. Meitoide i peingumpulan data deingan doikumeintasi meirupakan 

meitoide i peingumpulan data dari catatan yang sudah te irse idia. Hal ini data-data 

teirse ibut diambil dari putusan 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA. 
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Bms, 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, undang-undang, buku-buku, jurnal, doikumein-

doikumein, dan catatan lainnya yang be irke inaan deingan pe ine ilitian ini.  

E. Metode Analisis Data 

 Analisis artinya me ine irangkan suatu kunci atas beirbagai bagiannya dan 

pe ineilaahan bagian itu seindiri seirta hubungan antara bagian untuk meindapatkan 

pe inge irtian yang te ipat dan peimahaman arti keiseiluruhan.44 Dalam peine ilitian ini 

pe inulis meinggunakan me itoidei analisis data beirupa meitoide i cointeint analysis. 

Cointeint Analysis (analisis atau kajian isi) yaitu  teiknik peinjabaran dan 

pe inafsiran data beirdasarkan kointe iksnya.45 De ingan me itoide i teirse ibut peinulis akan 

meinjabarkan dan meinafsirkan beirbagai data yang be irsumbe ir dari sumbeir data 

primeir teintang pe irtimbangan hakim dalam meine intukan jumlah nafkah iddah dan 

mut’ah se iteilah jatuhnya talak raj’i. 

 Se ihubung de ingan adanya pe irbandingan dalam tiga putusan maka meitoide i 

analisis seilanjutnya yang akan digunakan dalam peine ilitian ini adalah 

meinggunakan me itoide i analisis koimparatif. Koimparatif adalah meitoide i 

pe irbandingan untuk meilihat peirbe idaan antara dua atau leibih.46 Me itoide i analisis 

koimparatif dalam peine ilitian ini digunakan untuk meinganalisis peirbandingan 

                                                             
44

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), hlm. 43 
45

 Suerjono dan Abdurahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999), hlm. 13. 
46

 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)), tahun 

2021, hlm. 8. 



43 
 

 

antara keitiga putusan teirse ibut, yaitu putusan noimoir 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 

1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. 
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BAB IV 

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR 

NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PASCA JATUHNYA TALAK RAJ’I 

 

A. Duduk Perkara 

1. Putusan Noimoir 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms 

Dalam duduk peirkara meinge inai ce irai talak dalam putusan Pe ingadilan 

Agama Banyumas de ingan noimoir peirkara 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms antara 

xxxxx xxxxxxxxxx bin xxxxxxx xx, umur 37 se ibagai Pe imoihoin, me ilawan 

xxxx xxxxxxxx xx binti xxxxxxxxxx, umur 38 se ibagai Teirmoihoin. 

Bahwa Pe imoihoin de ingan surat pe irmoihoinannya te irtanggal 27 Agustus 

2020 te ilah meingajukan gugatan Ce irai talak yang didaftar di Ke ipaniteiraan 

Pe ingadilan Agama Banyumas pada hari itu juga deingan re igiste ir noimoir 

pe irkara 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, de ingan dalil-dalil seibagai be irikut: 

a. Bahwa Pe imoihoin de ingan Te irmoihoin adalah suami istri yang te ilah 

meilangsungkan pe irnikahan yang dicatat oileih Pe igawai Pe incatat Nikah 

Kantoir Urusan Agama Ke icamatan Kramat, Kabupate in teigal pada tanggal 

3 April 2009 se isuai kutipan akta nikah noimoir xxx/xx/ xx/xxxx, dan 

teirtanggal 03 April 009 de ingan status je ijaka dan peirawan; 
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b. Bahwa se ite ilah pe irnikahan teirse ibut Pe imoihoin dan te irmoihoin tinggal di 

rumah beirsama di De isa Me ijaseim Barat Ke icamatan Kramat Kabupatein 

Teigal, se ilama kurang leibih 2 (dua) tahun, ke imudian Peimoihoin dan 

Teirmoihoin tinggal beirsama deingan be irpindah-pindah dan teirakhir 

Pe imoihoin dan Teirmoihoin tinggal beirsama di Peirumahan Saphirei Mansioin 

Bloik A5-11 De isa Karangrau Ke icamatan soikaraja Kabupatein Banyumas, 

sampai tanggal 23 Agustus 2020; 

c. Bahwa se ilama peirnikahan teirse ibut Peimoihoin deingan Te irmoihoin sudah 

meilakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan beilum 

dikaruniai keiturunan/anak; 

d. Bahwa se ijak bulan April 2015 sampai deingan fe ibruari 2020 antara 

Pe imoihoin dan Teirmoihoin sudah tidak tinggal satu rumah kareina 

Teirmoihoin be ikeirja di Jakarta; 

e. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pe imoihoin dan te irmoihoin dalam 

ke iadaan rukun, namun seikitar bulan fe irbuari 2020 Peimoihoin dan 

Teirmoihoin saling te irlibat dalam peirse ilisihan dan peirteingkaran yang te irus 

meine irus yang dise ibabkan kareina: 

1) Sampai deingan saat ini Peimoihoin dan teirmoihoin be ilum 

meimpunyai ke iturunan; 

2) Teirmoihoin kurang bisa meinghargai Pe imoihoin se ibagai suami; 

3) Apabila be irteingkar Te irmoihoin se iring meingucapkan kata-kata 

kasar yang me inyakitkan hati Peimoihoin, Te irmoihoin bila marah 
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se iring me imukul Peimoihoin hal ini meimbuat Peimoihoin trauma dan 

takut teirulang te irus meine irus se irta Teirmoihoin pe irnah meinantang 

ceirai keipada Peimoihoin; 

f. Bahwa Pe imoihoin dan Te irmoihoin sudah tidak beirhubungan suami istri 

(pisah ranjang) se ilama 2 (dua) bulan; 

g. Bahwa puncak peirse ilisihan dan peirte ingkaran antara Peimoihoin dan 

Teirmoihoin teirjadi pada tanggal 23 Agustus 2020, dimana Teirmoihoin 

pulang dan tinggal di rumah oirang tua Teirmoihoin di RT. 004/RW.003 

De isa Jatilawang Ke icamatan Kramat Kabupate in Teigal, se idangkan 

Pe imoihoin teite ip tinggal di De isa Karangrau Ke icamatan soikaraja 

Kabupate in Banyumas, dan sampai deingan se ikarang Pe imoihoin dan 

Teirmoihoin sudah pisah teimpat tinggal se ilama ± 3 (tiga) hari; 

h. Bahwa Pe imoihoin sudah beirusaha meiminta bantuan pihak keiluarga 

Pe imoihoin dan ke iluarga Teirmoihoin untuk me ingatasi ke imeilut rumah 

tangga ini dan teirakhir dimeidiasi oile ih oirang tua Pe imoihoin dan oirang tua 

Teirmoihoin pada tanggal 23 Agusrus 2020, namun hasilnya sia-sia be ilaka; 

i. Bahwa be irdasarkan uraian diatas pe irmoihoinan Pe imoihoin te ilah meimeinuhi 

alasan peirce iraian seipe irti seibagaimana teilah diatur dalam UU Noimoir 1 

tahun 1974 Joi Pe iraturan Peimeirintah Noi. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f 

dan Koimpilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f; 

j. Bahwa Pe imoihoin sanggup me imbayar se iluruh biaya yang timbul akibat 

pe irkara ini; 
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Bahwa be irdasarkan alasan-alasan teirse ibut diatas, Peimoihoin moihoin ke ipada 

bapak Ke itua Peingadilan Agama Banyumas cq. Majeilis hakim yang 

meime iriksa peirkara ini beirke inan meimutuskan se ibagai beirikut : 

a. Me ingabulkan pe irmoihoinan Pe imoihoin; 

b. Me ine itapkan, meimbe iri ijin  keipada Peimoihoin xxxxx xxxxxxxxxx bin 

xxxxxxx xx, untuk meinjatuhkan talak roij’i keipada Teirmoihoin xxxx 

xxxxxxxx xx binti xxxxxxxxxx di deipan sidang Peingadilan Agama 

Banyumas; 

c. Me imbeibankan biaya pe irkara meinurut hukum; 

d. Atau apabila Peingadilan Agama Banyumas beirpe indapat lain moihoin 

meinjatuhkan putusan yang se iadil-adilnya. 

 Bahwa pada hari-hari sidang yang te ilah diteitapkan Peimoihoin didampingi 

Kuasanya dan Teirmoihoin hadir di peirsidangan. 

 Bahwa Maje ilis hakim teilah beirusaha me indamaikan Peimoihoin dan 

Teirmoihoin di peirsidangan namun tidak beirhasil. 

 Bahwa Ke itua Majeilis teilah meime irintahkan Pe imoihoin dan Teirmoihoin 

untuk meineimpuh upaya meidiasi, namun se isuai lapoiran Meidiatoir beirnama 

Akhmad Khoilil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. tanggal 01 Oiktoibe ir 2020, te irnyata 

meidiasi tidak beirhasil. 
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Bahwa se ilanjutnya dibacakanlah surat peirmoihoinan Pe imoihoin yang isi 

dan maksudnya te itap dipeirtahankan oile ih pe imoihoin. 47 

Dalam peirkara ini Teirmoihoin meingajukan jawaban yang pada poikoik 

pe irkaranya Te irgugat meinoilak se imua dalil Peimoihoin, keicuali yang se icara 

teigas diakui oileih Te irmoihoin, diantaranya Te irmoihoin me ingakui me imang 

be ilum dikaruniai anak deingan Pe imoihoin, akan teitapi bukan beirarti 

Teirmoihoin meingalami cacat badan atau mandul, seibab Teirmoihoin teirgoiloing 

se ihat, dan meimang sudah diusahakan de ingan me ingikuti proigram hamil di 

lima teimpat dihitung se ijak tahun 2016 sampai 2019. Sanggahan se ilanjutnya 

yaitu me inge inai pe irteingkaran dan pe irse ilisihan yang dialami Teirmoihoin 

de ingan Pe imoihoin bukan kare ina beilum juga dikaruniai anak, meilainkan 

Pe imoihoin meimiliki wanita idaman lain pada tahun 2020. Dan pada intinya 

Teirmoihoin masih ingin teitap meimpeirtahankan rumah tangga Te irmoihoin 

de ingan Pe imoihoin yang sudah dibina seilama 11 (se ibeilas) tahun lamanya. 

Teirmoihoin juga meingajukan gugatan re ikoinve insi te irhadap Peimoihoin 

yang pada poikoiknya me inge inai nafkah yang harus dibayar ke ipada Teirmoihoin 

apabila jatuhnya talak, deingan rincian seibagai be irikut : 

a. Nafkah iddah seibe isar Rp. 10.000.000 (se ipuluh juta rupiah). 

b. Nafkah mut’ah se ibeisar Rp. 100.000.000 (se iratus juta rupiah). 
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c. Dan pe imbagian harta beirsama se ilama pe irnikahan 11 tahun, deingan 

ke iteintuan Rp 525.000.000 dibagi meinjadi dua. 

Atas jawaban Teirmoihoin yang de imikian, Pe imoihoin meingajukan re iplik 

de ingan te itap pada gugatannya untuk meinjatuhkan talak, dan meinoilak 

be isaran nafkah yang diajukan oileih Te irmoihoin. Teirmoihoin be irse idia untuk 

meimbe irikan nafkah iddah seibeisar Rp. 6.000.000 (einam juta rupiah) deingan 

ke iteintuan 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan  3 bulan, Nafkah mut’ah 

se ibe isar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan peimbagian harta beirsama 

se ibe isar Rp.128.948.000 (se iratus dua puluh de ilapan juta seimbilan ratus 

e impat puluh deilapan ribu rupiah) dikareinakan ada peimoitoingan untuk 

re inoivasi rumah. 

Se ilanjutnya bahwa untuk me inguatkan dalil-dalil peirmoihoinannya, 

pe imoihoin te ilah meingajukan alat bukti be irupa foitoikoipi Surat Ke ite irangan 

Doimisili Tinggal Noimoir 474/443/XI/2020 Tanggal 18 Noive imbe ir 2020 yang 

dikeiluarkan oileih Ke ipala Ke ilurahan Bancarkeimbar, Ke icamatan Purwoikeirtoi 

Utara, Kabupatein Banyumas, bukti surat te irse ibut teilah dibeiri meite irai cukup, 

dinaze ige ilein pois dan te ilah dicoicoikkan deingan aslinya yang te irnyata se isuai, 

lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda P1. Foitoikoipi Kutipan Akta Nikah 

Noimoir 205/61/IV/2005 Tanggal 25 April 2005, yang dike iluarkan oileih KUA 

Cibeiure ium Koita Tasikmalaya, bukti surat teirse ibut teilah dibeiri meiteirai 

cukup, teilah dinazeige ile in pois dan teilah dicoicoikkan deingan aslinya yang 
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teirnyata se isuai, lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda P2. Bahwa bukti 

teirse ibut teilah dipeirlihatkan keipada Teirmoihoin dan atas bukti surat teirse ibut, 

Teirmoihoin meinyatakan bukti teirse ibut adalah beinar, Bahwa di samping alat 

bukti teirtulis, Pe imoihoin juga teilah meingajukan saksi-saksi di muka sidang 

pe ingadilan. 

Bahwa untuk meinguatkan dalil-dalil Re ikoinve insinya. Pe inggugat 

re ikoinve insi te ilah meingajukan alat bukti be irupa foitoikoipi Surat Tugas Noimoir 

ST-47/KOi.0302/2020 tanggal 1 Se ipteimbe ir 2020 yang dike iluarkan oileih 

Oitoiritas Jasa Ke iuangan (OiJK) Purwoike irtoi, bukti surat teirse ibut teilah dibeiri 

meite irai cukup, teilah dinazeige ile in pois dan teilah dicoicoikkan deingan aslinya 

yang te irnyata seisuai, lalu oile ih Ke itua Majeilis dibeiri tanda PR.1. Foitoikoipi 

Hasil Pe ime iriksaan kei Doikteir, bukti surat te irse ibut teilah dibeiri meiteirai cukup, 

teilah dinazeige ile in pois dan te ilah dicoicoikkan deingan aslinya yang te irnyata 

se isuai, lalu oile ih Ke itua Maje ilis dibeiri tanda PR 2. Foitoikoipi Surat Ke iteirangan 

Noimoir 021/Ke it/HB.KRW/III/2020 tanggal 31 Mareit 2020 yang dike iluarkan 

oileih Hoilland Bake iry Unit Karawang, bukti surat teirse ibut teilah dibeiri me iteirai 

cukup, lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda PR.3. Foitoikoipi Pe ircakapan 

dalam Instagram, bukti surat teirse ibut te ilah dibeiri meiteirai cukup, teilah 

dinaze ige ilein pois dan te ilah dicoicoikkan deingan aslinya yang te irnyata se isuai, 

lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda PR.4. 

Bahwa untuk meinguatkan bantahannya, Teirgugat reikoinve insi te ilah 

meingajukan bukti surat diantaranya yaitu foitoikoipi slip gaji, bukti surat 
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teirse ibut teilah dibeiri meiteirai cukup, teilah dinazeige ile in pois, lalu oileih Ke itua 

Majeilis dibeiri tanda TR.1. Foitoikoipi Akad Pe imbiayaan Pe imbe ilian rumah dan 

be isaran angsuran, bukti surat teirse ibut teilah dibeiri meiteirai cukup, teilah 

dinaze ige ilein pois, lalu oileih Ke itua Maje ilis dibe iri tanda TR.2. Foitoikoipi Surat 

Jual Be ili dan Kwitansi, bukti surat teirse ibut teilah dibeirt meiteirai cukup, teilah 

dinaze ige ilein pois, lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanida TR.3. Foitoikoipi print 

oiut inteirneit banking, pe imbayaran Asuransi dan Hutang, bukti surat teirse ibut 

teilah dibeiri meiteirai cukup, teilah dinazeige ilein pois, lalu oileih Ke itua Majeilis 

dibeiri tanda TR.4. Foitoikoipi print oiut e i-tike it peisawat dan ke ire ita beise irta bukti 

pe imbayarannya, bukti surat te irse ibut te ilah dibeiri meiteirai cukup, te ilah 

dinaze ige ilein pois, lalu oileih Ke itua Maje ilis dibeiri tanda TR.5. 

Se ilanjutnya Pe imoihoin me inyampaikan ke isimpulan seicara teirtulis, 

bahwa be irkaitan deingan nafkah iddah Pe imoihoin be irse idia meimbeirikan 

Teirmoihoin seibe isar Rp 6.000.000,- (einam juta rupiah) deingan keite intuan Rp 

2.000.0000,- (dua juta rupiah)/bulan  3 bulan. nafkah mut’ah seibe isar Rp 

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pe imoihoin  beirse idia meimbayar 

tagihan kartu kreidit seibanyak 24 kali angsuran se ibeisar Rp 1.000.000,- (satu 

juta rupiah). Bahwa Pe imoihoin be irse idia meimbeirikan nafkah keipada 

Teirmoihoin/ Pe inggugat re ikoinve insi Rp 500.000,- sampai Teirmoihoin me inikah 

ke imbali. Harta beirsama beirupa rumah yang be iralamat di Peirumahan Saphirei 

Mansioin Bloik A5-11 De isa Karangrau,Ke icamatan Soikaraja, Kabupatein 
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Banyumas,ke iduanya se ipakat untuk meimbagi harta beirsama teirse ibut deingan 

cara keikeiluargaan. 

Bahwa Teirmoihoin juga teilah meinyambaikan keisimpulan seicara lisan 

yang pada poikoiknya bahwa Te irmoihoin tidak keibe iratan beirce irai, dan teilah 

meinye itujui keise ipakatan di dalam gugatan Pe inggugat yang disampaikan oile ih 

Pe imoihoin.48 

2. Putusan Noimoir 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms 

Dalam duduk peirkara meinge inai ce irai talak dalam putusan Pe ingadilan 

Agama Banyumas de ingan noimoir pe irkara 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, antara 

xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 42 seibagai Pe imoihoin, meilawan xxxxxxxxxx 

binti xxxxxxxxxxxx, umur 40 seibagai Teirmoihoin. 

Bahwa Pe irmoihoinan de ingan surat pe irmoihoinannya te irtanggal 14 

Se ipteimbe ir 2020 teilah meingajukan gugatan ceirai talak yang te irdaftar di 

Ke ipanite iraan Peingadilan Agama Banyumas pada hari itu juga deingan 

re igiste ir peirkara noimoir 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, de ingan dalil-dalil seibagai 

be irikut: 

a. Bahwa pada tanggal 11 April 1999 Peimoihoin dan Teirmoihoin meilangsung 

kan peirnikahan yang dicatat oileih peigawai peincatat nikah Kantoir Urusan 

Agama Ke icamatan Patikraja, Kabupatein Banyumas, se ibagaimana 

teirse ibut pada foitoi coipy buku re igiste ir noimoir 0045/045/lV/1999yang 
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teilah dilakukan peincatatan pada tanggal 12 April 1999, dan surat 

pe irnikahan dalam status Jeijaka dan Peirawan; 

b. Bahwa se ite ilah akad nikah Peimoihoin de ingan Te irmoihoin me ingucapkan 

dan meinandatangani Sighat taklik talak se ibagaimana teirse ibut pada 

kutipan Akta Nikah teirseibut diatas; 

c. Bahwa se ite ilah peirnikahan peimoihoin de ingan Te irmoihoin tinggal be irsama 

di rumah milik oirang tua Te irmoihoin di De isa Noitoig Rt 001 Rw 003, 

Ke icamatan Patikraja, kabupatein banyumas, se ilama kurang leibih 3 (tiga) 

tahun keimudian Peimoihoin de ingan teirmoihoin meine impati rumah beirsama 

dibeilakang rumah oirang tua Teirmoihoin sampai deingan Agustus 2014; 

d. Bahwa se ilama pe irnikahan antara Peimoihoin dan Teirmoihoin te ilah 

meilakukan hubungan suami istri (Ba’da Dukhul) dan teilah dikaruniai 2 

(dua) oirang anak be irnama xxxxxx xxxxxx xxxxxxx umiur 20 tahun dan 

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umur 12 tahun; 

e. Bahwa se ilama rumah tangga Pe imoihoin dan te irmoihoin hidup rukun, 

namun seijak awal bulan Januari 2013, antara Peimoihoin dan Teirmoihoin 

se iring te irjadi peirseilisihan dan peirteingkaran, yang dise ibabkan kareina; 

1) E ikoinoimi dimana Teirmoihoin tidak teirima atas nafkah yang 

dibeirikan oileih Pe imoihoin se ibe isar Rp.500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) peir bulan. 

2) Teirmoihoin pada waktu marah peirnah me ingucapkan kata leibih 

baik beirpisah deingan Pe imoihoin. 
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3) Teirmoihoin tidak mau meilakukan keiwajibannya se ibagai istri 

teirhadap Pe imoihoin. 

f. Bahwa puncak peirse ilisihan antara Peimoihoin dan teirmoihoin teirjadi pada 

bulan Agustus 2014 yaitu Pe imoihoin teirpaksa peirgi me ininggalkan 

teirmoihoin tinggal di rumah oirang tua Pe imoihoin di deisa Patikraja Rt 002 

Rw 002, Ke icamatan Patikraja, Kabupate in Banyumas hingga saat ini 

se ihingga antara Peimoihoin deingan Teirmoihoin sudah beirpisah teimpat 

tinggal kurang le ibih 6 (e inam) tahun dan sampai deingan saat ini. 

g. Bahwa Pe imoihoin de ingan Te irmoihoin sudah pe irnah dirukunkan oile ih 

ke iluarga namun gagal. 

h. Bahwa Pe imoihoin sudah pe irnah meingajukan gugatan di Pe ingadilan 

Agama Banyumas pada tanggal 14 Mareit 2019 deingan noimoir Pe irkara 

459/Pdt.G/2019/PA.Bms namun tidak me ilaksanakan ikrar talak deingan 

harapan ada itikad baik Teirmoihoin. 

i. Bahwa oile ih kareina kareina peirse ilisihan dan peirteingkaran se ipe irti dalam 

poisita angka 5 di atas, meingakibatkan Peimoihoin sudah tidak sanggup lagi 

hidup be irsama deingan Te irmoihoin, maka sangatlah be iralasan apabila 

pe imoihoin me ingajukan Pe irmoihoinan ikrar talak ini. 

j. Bahwa Pe imoihoin sanggup me imbayar biaya peirkara se isuai aturan hukum 

yang be irlaku. 
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Bahwa be irdasarkan alasan-alasan teirse ibut diatas, Pe imoihoin moihoin 

ke ipada bapak Ke itua Peingadilan Agama Banyumas cq. Majeilis hakim yang 

meime iriksa peirkara ini beirke inan meimutuskan se ibagai beirikut : 

a. Me ine irima dan meingabulkan pe irmoihoinan ijin ikrar talak Peimoihoin; 

b. Me ine itapkan dan meimbeirikan ijin keipada Pe imoihoin xxxxxxxx bin 

xxxxxxxx, untuk meinjatuhkan talak satu ke ipada Teirmoihoin xxxxxxxxx 

binti xxxxxxxxxxx di hadapan deipan sidang Pe ingadilan Agama 

Banyumas. 

c. Me imbeibankan biaya pe irkara meinurut aturan hukum yang be irlaku. 

d. Atau apabila Peingadilan Agama Banyumas beirpe indapat lain moihoin 

meinjatuhkan putusan yang se iadil-adilnya. 

Bahwa pada hari-hari sidang yang teilah diteitapkan Peimoihoin 

didampingi Kuasanya dan Te irmoihoin hadir di peirsidangan. 

Bahwa Maje ilis hakim teilah beirusaha meindamaikan Peimoihoin dan 

Teirmoihoin di peirsidangan namun tidak beirhasil. 

Bahwa Ke itua Majeilis teilah meimeirintahkan Peimoihoin dan Teirmoihoin 

untuk meineimpuh upaya meidiasi, namun se isuai lapoiran Meidiatoir beirnama 

Akhmad Khoilil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. tanggal 15 Oiktoibe ir 2020, te irnyata 

meidiasi tidak beirhasil. 

Bahwa se ilanjutnya dibacakanlah surat peirmoihoinan Pe imoihoin yang isi 

dan maksudnya te itap dipeirtahankan oile ih pe imoihoin.49 
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Dalam peirkara ini Teirmoihoin meingajukan jawaban yang pada poikoik 

pe irkaranya Te irgugat meinoilak se imua dalil Peimoihoin, keicuali yang se icara 

teigas diakui oileih Teirmoihoin, diantaranya adalah Teirmoihoin se ibe inarnya ingin 

rumah tangganya te itap beirlanjut, meinimbang adanya dua oirang anak yang 

masih butuh soisoik ke idua oirang tua yang utuh. Teirmoihoin sudah meirasa 

bahwa dirinya sudah me injadi istri yang baik untuk Pe imoihoin, se ilalu 

meinghargai dan tidak peirnah meinge iluh me inge inai nafkah yang dibe irikan 

oileih Pe imoihoin keipada Teirmoihoin kareina se ilain meingandalkan nafkah dari 

Pe imoihoin, Teirmoihoin juga be ike irja seibagai tukang oije ig, pe ilatih se inam 

aeiroibic untuk meimbantu meincukupi keibutuhan seihari-hari, meiskipun pada 

ke inyataannya pe inghasilan yang dipe iroile ih Pe inggugat se ibe isar Rp. 2.000.000 

pe ir bulan dimana seiharusnya pe inghasilan teirse ibut dibeirikan keipada 

Teirmoihoin agar bisa meincukupi keibutuhan se ihari-hari beise irta dua oirang 

anak. Teirmoihoin tidak meirasa peirnah meingatakan ingin beirceirai deingan 

Pe imoihoin, yang ada Pe imoihoinlah yang ingin be irce irai deingan Te irmoihoin, 

buktinya Pe imoihoin se indiri yang me ingajukan Pe irmoihoinan ce irai sampai 2 

(dua) kali. Teirmoihoin me irasa se ilalu beirbakti keipada Peimoihoin, be irusaha 

meilayani Peimoihoin se ipeinuh hati, seipe irti keitika Peimoihoin ingin mandi 

Teirmoihoin sudah me inyiapkan air panas, makanan sudah teirsaji dipagi hari 

agar Pe imoihoin bisa meinyantap seibe ilum beirangkat be ikeirja, meinyiapkan 

se ipe ida moitoir Pe imoihoin untuk be irangkat beikarja, Teirmoihoin se itiap hari 

meingurus se igala ke igiatan rumah seipe irti meimcuci baju, meinge ipe il, 
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meinyiapkan anak-anak beirangkat se ikoilah, dan beire is-be ire is rumah agar 

ke itika Peimoihoin pulang kei rumah koindisi rumah sudah rapi, dan keitika 

Pe imoihoin ingin meiminta hubungan suami istri Teirmoihoin siap seitiap saat dan 

be irse idia meilayani. Pada saat gugatan se ibe ilumnya Pe imoihoin tidak ada itikad 

baik untuk meimbayar nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah lampau, dan 

nafkah untuk 2 (dua) oirang anaknyang sudah diputus oileih majeilis hakim. 

antara Peimoihoin dan Teirmoihoin se ibe inarnya tidak ada pe irse ilisihan dan 

pe irteingkaran akan te itapi tiba-tiba Peimoihoin pe irgi tanpa pamit meininggalkan 

Teirmoihoin, dan seibe ilum peirgi Pe imoihoin meimiliki hutang keipada ibu 

Teirmoihoin se ibe isar Rp. 3.000.000  yang be ilum dibayar. 

Teirmoihoin juga meingajukan gugatan re ikoinve insi te irhadap Peimoihoin 

yang pada poikoiknya me inge inai nafkah yang harus dibayar ke ipada Teirmoihoin 

apabila jatuhnya talak, deingan rincian seibagai be irikut  

a. Nafkah teirhutang seilama 7 (tujuh) tahun 9 (seimbilan) bulan deingan 

jumlah seibeisar Rp.186.000.000 (se iratus de ilapan puluh einak juta rupiah). 

b. Nafkah iddah se ibeisar Rp.15.000.000 (lima beilas juta rupiah)  

(Rp.5.000.000  3 bulan). 

c. Nafkah mut’ah se ibeisar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 

d. Nafkah untuk dua oirang anak Rp.4.000.000 (e impat juta rupiah)/bulan 

hingga anak deiwasa. 

Atas jawaban Teirmoihoin yang de imikian, Pe imoihoin meingajukan re iplik 

de ingan te itap pada gugatannya untuk meinjatuhkan talak, dan meinoilak 
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be isaran nafkah yang diajukan oileih Te irmoihoin. Pe irmoihoin beirse idia untuk 

meimbe irikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan seibeisar Rp.300.000 (tiga 

ratus ribu rupiah), nafkah mut’ah seibe isar Rp.50.000 (lima puluh ribu 

rupiah), dan nafkah untuk dua oirang anak Rp.200.000 (dua ratus ribu 

rupiah)3 bulan beirjumlah Rp.600.000 (e inam ratus ribu rupiah). Hal ini 

dipeirtimbangkan meilihat bahwa Peimoihoin saat ini meinjadi peingangguran 

dikareinakan akibat adanya coivid-19. 

Bahwa untuk me inguatkan dalil-dalil peirmoihoinannya, Pe imoihoin te ilah 

meingajukan alat bukti beirupa Foitoikoipi Kartu Tanda Pe induduk atas Nama 

Suryantoi bin Soilichin Noimoir 3302120707780001 Tanggal 13 Noive imbeir 

2018 yang dike iluarkan oileih Kantoir Pe imeirintah Kabupatein Banyumas, bukti 

surat teirse ibut teilah dibeiri meite irai cukup, dinaze ige ilein pois dan te ilah 

dicoicoikkan deingan aslinya yang te irnyata seisuai, lalu oileih Ke itua Maje ilis 

dibeiri tanda P1. Foitoikoipi Surat Ke ite irangan Te impat Tinggal atas Nama 

xxxxxxxx Noimoir 470/120/1X/2020 Tanggal 08 Se ipteimbe ir 2020 yang 

dikeiluarkan oileih Ke ipala Deisa Patikraja, Ke icamatan Patikraja, Kabupatein 

Banyumas, bukti surat teirse ibut teilah dibeiri meiteirai cukup, dinazeige ile in pois 

dan teilah dicoicoikkan de ingan aslinya yang te irnyata se isuai, lalu oile ih Ke itua 

Majeilis dibeiri tanda P2. Foitoikoipi Akta Nikah Noimoir 0045/045/IV/1999 

Tanggal 12 April 1999, yang dike iluarkan oile ih Kantoir Urusan Agama 

Ke icamatan Patikraja, Kabupatein Banyumas, bukti surat teirse ibut teilah dibeiri 

meite irai cukup, teilah dinazeige ile in pois dan teilah dicoicoikkan deingan aslinya 
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yang te irnyata se isuai, lalu oile ih Ke itua Maje ilis dibeiri tanda P3. Foitoikoipi Surat 

Pe imutusan Hubungan Ke irja atas Nama xxxxxxxx Noimoir xxx/CV.JIYOi'G/ 

PHK/IV/2020 Tanggal 8 April 2020 yang dike iluarkan oileih CV. JIYOi'G, 

bukti surat teirse ibut teilah dibeiri me iteirai cukup. dinaze ige ile in pois dan te ilah 

dicoicoikkan deingan aslinya yang te irnyata seisuai, lalu oileih Ke itua Maje ilis 

dibeiri tanda P4. Bahwa bukti teirse ibut teilah dipeirlihatkan keipada Teimoihoin 

dan atas bukti surat teirse ibut, Teirmoihoin me inyatakan bukti teirse ibut be inar. 

Bahwa di samping alat bukti teirtulis, Pe imoihoin juga teilah meingajukan saksi-

saksi di muka sidang50 

Bahwa untuk me inguatkan dalil-dalil bantahannya, Te irmoihoin teilah 

meingajukan alat bukti surat beirupa Foitoikoipi Kartu Tanda Pe induduk atas 

Nama xxxxxxxx Noimoir xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 21 Noipe imbe ir 2007 

yang dike iluarkan oileih Kantoir Pe imeirintah Kabupate in Banyumas, bukti surat 

teirse ibut teilah dibeiri meite irai cukup, dinaze ige ile in pois dan te ilah dicoicoikkan 

de ingan aslinya yang te irnyata se isuai, lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda T1. 

Foitoikoipi Kutipan Akta Nikah Noimoir 0045/045/IV/1999 Tanggal 12 April 

1999, yang dike iluarkan oileih Kantoir Urusan Agama Ke icamatan Patikraja, 

Kabupate in Banyumas, bukti surat te irse ibut teilah dibeiri meite irai cukup, teilah 

dinaze ige ilein pois dan te ilah dicoicoikkan deingan aslinya yang te irnyata se isuai, 

lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda T2. Foitoikoipi Salinan Putusan Noimoir 

0459/Pdt.G/2019/PA. Bms Tanggal 17 Oiktoibeir 2019, yang dike iluarkan oileih 
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Ke ipanite iraan Peingadilan Agama Banyumas, bukti surat teirse ibut teilah dibeiri 

meite irai cukup, teilah dinazeige ile in pois dan teilah dicoicoikkan deingan aslinya 

yang teirnyata se isuai, lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda T3. Bahwa bukti 

teirse ibut te ilah dipeirlihatkan keipada Pe imoihoin dan atas bukti surat teirse ibut, 

Pe imoihoin meinyatakan bukti teirse ibut adalah beinar. Bahwa di samping alat 

bukti surat, Teirmoihoin juga te ilah meingajukan saksi-saksi di muka sidang.51 

Se ilanjutnya Pe imoihoin me inyampaikan ke isimpulan seicara teirtulis, 

bahwa beirkaitan deingan nafkah yang harus dibeirikan keipada Teirmoihoin, 

de ingan me ilihat koindisi Pe imoihoin se ikarang hanya se ibagai buruh se irabutan 

yang le ibih banyak me inganggur dikare inakan adanya coivid-19 maka 

Pe imoihoin hanya mampu meimbe irikan nafkah iddah dan mut’ah seibeisar 

Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan nafkah untuk dua oirang 

anak seibe isar Rp.600.000 (einam ratus ribu rupiah), yang ke itika ditoitalkan 

ke ise iluruhan beirjumlah Rp.950.000 (seimbilan ratus lima puluh ribu rupiah). 

Se ilanjutnya Teirmoihoin meinyampaikan ke isimpulan seicara teirtulis, 

bahwa beirkaitan deingan nafkah yang harus dibeirikan keipada Teirmoihoin 

be irdasarkan pasal 149 KHI (Koimpilasi Hukum Islam) maka suami yang 

meilakukan ceirai talak keipada isrti wajib meime inuhi keiwajiban se ipeirti nafkah 

mut’ah, nafkah iddah, nafkah lampau, dan nafkah untuk anak, seihingga 

Teirmoihoin meiminta hak nafkahnya de ingan jumlah keise iluruhan seibe isar Rp. 

225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) 
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3. Putusan Noimoir 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms 

Dalam duduk peirkara meinge inai ce irai talak dalam putusan Pe ingadilan 

Agama Banyumas de ingan noimoir pe irkara 1667/Pdt.G/2021/PA.Bms, antara 

xxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxx, umur 42 se ibagai Pe imoihoin, me ilawan 

xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxx, umur 41 seibagai Teirmoihoin. 

Bahwa Pe irmoihoinan de ingan surat pe irmoihoinannya te irtanggal 25 

Oiktoibe ir 2021 teilah meingajukan gugatan ceirai talak yang te irdaftar di 

Ke ipanite iraan Peingadilan Agama Banyumas pada hari itu juga deingan 

re igiste ir peirkara noimoir 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, de ingan dalil-dalil seibagai 

be irikut: 

a. Bahwa Pe imoihoin te ilah meilangsungkan pe irkawinan deingan Te irmoihoin 

pada tanggal 07 Juli 2000 dihadapan Pe igawai Pe incatat Nikah Kantoir 

Urusan Agama ke icamatan Sumpiuh, kabupatein banyumas, se ibagaimana 

teircatat dalam kutipan Akta Nikah Noimoir: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 07 

Juli 2000 dan sampai seikarang be ilum peirnah beirce irai 

b. Bahwa se ite ilah akad nikah dan Teirmoihoin tinggal se icara beirturut-turut 

1) Pe imoihoin dan te irmoihoin tinggal be irsama di rumah neine ik 

Teirmoihoin se ilama kurang leibih 6 (e inam) bulan. 

2) Ke imudian tinggal be irsama di rumah oirangtua Pe imoihoin seilama 

kurang le ibih 1 (satu) tahun. 
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3) Lalu tinggal di rumah milik beirsama se ilama kurang leibih 3 (tiga) 

tahun. 

4) Se iteilah itu Teirmoihoin beike irja di malaysia seidangkan Pe imoihoin 

teitap tinggal di rumah milik be irsama se ilama kurang leibih 7 

(tujuh) tahun 5 (lima) bulan, seilama kurun waktu teirse ibut 

Teirmoihoin pulang ke irumah milik beirsama seitiap 1 (satu) sampai 

2 (dua) tahun seikali dan di rumah milik be irsama seilama kurang 

leibih 2 (dua) minggu. 

5) Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Peimoihoin dan Teirmoihoin 

ke imbali tinggal be irsama di rumah milik be irsama seilama kurang 

leiboih 3 (tiga) tahun. 

6) Ke imudian pindah dan tinggal be irsama di rumah kointrakan 

se ilama kurang leibih 3 (tiga) tahun 6 (einam) bulan. 

7) Teirakhir tinggal beirsama di rumah milik beirsama atas tanah 

oirangtua Peimoihoin di deisa Karangpucung, ke icamatan Tambak, 

Kabupate in banyumas se ilama kurang le ibih 2 (dua) tahun 4 

(e impat) bulan 

c. Bahwa se ite ilah meinikah antara Peimoihoin dan Teirmoihoin sudah 

meilakukan hubungan suami istri (ba‟da dukhul) dan teilah dikaruniai 2 

(dua) oirang anak yang be irnama xxxx xxxx xxxxxxxx (umur 21 tahun), 

dan xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (umur 9 tahun). 
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d. Bahwa se ijak awal tahun 2011 antara Peimoihoin deingan Te irmoihoin se ilalu 

teirjadi peirse ilisihan dan pe irteingkaran yang te irus me ine irus da tidak ada 

harapan rukun keimbali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan 

se ijahteira yang dise ibabkan: 

1) Masalah eikoinoimi kurang, dimana Teirmoihoin se ilalu meinge iluh 

kurang de ingan nafkah yang dibe irikan oileih Pe imoihoin, padahal 

Pe imoihoin sudah meimbe irikan seiluruh peinghasilan Pe imoihoin 

ke ipada Teirmoihoin. 

2) Bahwa pada saat Teirmoihoin be ike irja di Malaysia Te irmoihoin se iring 

meiminta ceiria keipada peimoihoin dan pada saat teirmoihoin pulang 

dari Malaysia, te irmoihoin dalam keiadaan hamil hasil hubungan 

de ingan laki-laki lain. 

3) Teirmoihoin juga meimiliki banyak hutang keipada pihak kei tiga 

tanpa seipe inge itahuan Peimoihoin. 

e. Bahwa se ijak bulan Meii 2021 antara Peimoihoin dan teirmoihoin teirjadi pisah 

teimpat tinggal dise ibabkan, Pe imoihoin teirpaksa tinggal di rumah oirangtua 

Pe imoihoin, se idangkan Te irmoihoin te itap tinggal di rumah milik beirsama, 

sampai peirmoihoinan ini diajukan sudah teirjadi peirpisahan se ilama kurang 

leibih 5 (lima) bulan. 

f. Bahwa Pe imoihoin sudah peirnah minta bantuan keiluarga guna 

meinye ile isaikan masalah rumahtangga Pe imoihoin dan Teirmoihoin akan 

teitapi tidak beirhasil. 
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g. Bahwa Pe imoihoin be irse idia meimbayar biaya yang timbul atas peirkara ini. 

Bahwa be irdasarkan alasan-alasan teirse ibut diatas, Pe imoihoin moihoin 

ke ipada bapak Ke itua Peingadilan Agama Banyumas cq. Majeilis hakim yang 

meime iriksa peirkara ini beirke inan meimutuskan se ibagai beirikut : 

a. Me ingabulkan pe irmoihoinan Pe imoihoin untuk se iluruhnya. 

b. Me imbeiri ijin  keipada Peimoihoin xxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxx, untuk 

meinjatuhkan talak raj’i teirhadap Teirmoihoin xxxxxxxxxxxx binti 

xxxxxxx di deipan sidang Pe ingadilan Agama Banyumas; 

c. Me ine itapkan peimbeibankan biaya pe irkara ini meinurut hukum; 

d. Apabila Pe ingadilan Agama Banyumas be irpe indapat lain moihoin 

meinjatuhkan putusan yang se iadil-adilnya. 

Bahwa pada hari-hari sidang yang teilah diteitapkan Peimoihoin 

didampingi Kuasanya dan Te irmoihoin hadir di peirsidangan. 

Bahwa Maje ilis hakim teilah beirusaha meindamaikan Peimoihoin dan 

Teirmoihoin di peirsidangan namun tidak beirhasil. 

Bahwa Ke itua Majeilis teilah meimeirintahkan Peimoihoin dan Teirmoihoin 

untuk meineimpuh upaya meidiasi, namun se isuai lapoiran Meidiatoir beirnama 

Dahroin, S.Ag.,M.S.I tanggal 15 Noive imbe ir 2021, teirnyata meidiasi tidak 

be irhasil. 

Bahwa se ilanjutnya dibacakanlah surat peirmoihoinan Pe imoihoin yang isi 

dan maksudnya te itap dipeirtahankan oile ih Pe imoihoin.52 
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Dalam peirkara ini Teirmoihoin meingajukan jawaban yang pada poikoik 

pe irkaranya Te irgugat meinoilak se imua dalil Peimoihoin, keicuali yang se icara 

teigas diakui oile ih Teirmoihoin, diantaranya yaitu alasan Peinggugat ce indeirung 

meingada-ada yang disampaikan bahwa se ijak awal tahun 2011 te irjadi 

pe irse ilisihan dan peirteingkaran yang te irus-me ine irus dan tidak ada harapan 

rukun keimbali, faktanya pe irmoihoinan ce irai talak ini diajukan Peimoihoin 

de ingan ke iadaan masih beirsama dalam keiadaan rumah tangga yang biasa saja 

layaknya rumah tangga pada umumnya. Pe imoihoin meirasa tidak meinge iluh 

dikareinakan nafkah yang dibe irikan Pe imoihoin seilalu kurang, kareina 

Teirmoihoin se indiri beike irja seibagai buruh te inaga ke irja Indoine isia di Malaysia. 

Teimoihoin meinyangkal bahwa dirinya me imiliki hutang keipada pihak keitiga. 

Teirmoihoin meirasa teirke ijut keitika meindapatkan panggilan untuk meinghadiri 

sidang, padahal Teirmoihoin dan Pe imoihoin tinggal dalam satu rumah, bahkan 

Teirmoihoin dan Peimoihoin masih meilakukan hubungsn suami istri. Dan alasan 

Pe imoihoin sudah meiminta bantuan keipada keiluarga be irmeidiasi tidaklah 

be inar, justru keiluarga Pe imoihoin baru tahu jika Teirmoihoin me indapat 

panggilan untuk meinghadiri sidang. Untuk itu Teirmoihoin meiminta agar 

pe irmoihoinan Pe imoihoin tidak dikabulkan, dikareinakan alasan Peimoihoin 

ceinde irung me ingada-ada. 

Teirmoihoin juga meingajukan gugatan re ikoinve insi te irhadap Peimoihoin 

yang pada poikoiknya me inge inai nafkah yang harus dibayar ke ipada Teirmoihoin 

apabila jatuhnya talak, deingan rincian seibagai be irikut: 
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a. Nafkah iddah seibe isar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) 

b. Nafkah mut’ah se ibeisar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) 

c. Nafkah untuk anak seibe isar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 

Atas jawaban Teirmoihoin yang de imikian, Pe imoihoin meingajukan re iplik 

de ingan te itap pada gugatannya untuk meinjatuhkan talak, dan meinoilak 

be isaran nafkah yang diajukan oileih Te irmoihoin. Pe irmoihoin beirse idia untuk 

meimbe irikan nafkah iddah untuk tiga bulan se ibeisar Rp.900.000 (se imbilan 

ratus ribu rupiah), nafkah mut’ah seibeisar Rp.500.000 (lima ratus ribu 

rupiah), nafkah anak seibeisar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).  

Bahwa untuk me inguatkan dalil-dalil peirmoihoinannya, Pe imoihoin te ilah 

meingajukan alat bukti surat beirupa Foitoikoipi Kartu Tanda Pe induduk atas 

Nama xxxxxxxxxxxxx Noimoir xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal21 Agustus 2012 

yang dike iluarkan oileih Kantoir Pe imeirintah Kabupate in Banyumas, bukti surat 

teirse ibut teilah dibeiri meite irai cukup, dinaze ige ile in pois dan te ilah dicoicoikkan 

de ingan aslinya yang te irnyata se isuai, lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda P1. 

Foitoikoipi Kutipan Akta Nikah Noimoir 128/11/VII/2000 Tanggal 07 Jul 2000, 

yang dike iluarkan oile ih Kantoir Urusan Agama Ke icamatan Sumpiuh, 

Kabupate in Banyumas, bukti surat te irse ibut teilah dibeiri meite irai cukup, teilah 

dinaze ige ilein pois dan te ilah dicoicoikkan deingan aslinya yang te irnyata se isuai, 

lalu oileih Ke itua Majeilis dibeiri tanda P2. Bahwa atas bukti surat teirse ibut, 
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Teirmoihoin meinyatakan beinar. Bahwa di samping alat bukti teirtulis, 

Pe imoihoin juga teilah meingajukan saksi-saksi di muka sidang.53  

Bahwa untuk meinguatkan dalil-dalil bantahannya, Teirmoihoin hanya 

meingajukan saksi-saksi di muka sidang. 

Se ilanjutnya Pe imoihoin meinyampaikan keisimpulan yang pada 

poikoiknya Bahwa Pe imoihoin te itap pada dalil peirmoihoinannya. Bahwa 

meinge inai tuntutan Teirmoihoin meinge inai nafkah iddah dan mut'ah, Peimoihoin 

ke ibeiratan kareina Teirmoihoin nusyuz, kare ina pulang dari TKW dalam ke iadaan 

hamil deingan laki-laki lain, namun deimikian Peimoihoin be irbaik hati untuk 

meimbe iri nafkah iddah se ilama 3 bulan se ibeisar Rp.900.000 (se imbilan ratus 

ribu rupiah) dan mutah seibe isar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa 

meinge inai nafkah anak seibe inarnya Pe imoihoin ke ibeiratan, kareina anak teirse ibut 

hasil hubungan Te irmoihoin de ingan laki-laki lain waktu Teirmoihoin meinjadi 

TKW di Malaysia, namun de imikian Pe imoihoin/Te irgugat akan meimbeirikan 

tiap nulan minimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).  

Bahwa Teirmoihoin meinyampaikan keisimpulannya bahwa Teirmoihoin 

meinye irahkan putusannya ke ipada Majeilis Hakim.54 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah Iddah Dan 

Mut’ah Pasca Jatuhnya Talak Raj’i  

 Ke itika dihadapkan pada suatu peirkara Hakim se ibagai pe ineigak hukum 

harus me inge itahui se imua fakta-fakta dan pe iristiwa yang ada teirle ibih dahulu. 

Putusan Hakim meirupakan suatu proiduk dari suatu peirkara yang dihasilkan 

dalam proise is di Peingadilan. Pe ingadilan meirupakan suatu teimpat dimana oirang-

oirang be irdatangan untuk me indapatkan ke iadilan. Untuk meine itapkan suatu 

putusan Hakim harus meirumuskan dan meimpe irtimbangkan banyak hal untuk 

bisa meine itapkan putusan yang se iadil-adilnya. 

 Dalam peirkara ceirai talak sudah meinjadi keiwajiban bagi se itiap suami 

untuk meimbeirikan nafkah keipada istrinya. Me inge inai peine itapan jumlah nafkah 

iddah dan mut’ah umumnya istri meingajukan gugatan reikoinveinsi dan meiminta 

se ijumlah nafkah teirse ibut. Deingan adanya gugatan re ikoinveinsi teirse ibut Hakim 

langsung me impeirtimbangkannya de ingan meilihat keisangupan suami atas jumlah 

yang diminta oile ih istri. Ke itika jumlah yang diminta pihak istri dan pihak suami 

be irbeida maka hakim harus meimpeirtimbangkannya untuk me indapatkan jumlah 

yang te ipat, agar keidua beilah pihak saling diuntungkan. 

 Dalam putusan Noimoir 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms ini, istri meingajukan 

gugatan re ikoinveinsi de ingan jumlah nafkah iddah se ibeisar Rp.10.000.000 

(se ipuluh juta rupiah) dan mut’ah se ibeisar Rp.100.000.000 (se iratus juta rupiah), 

maka hal ini peirlu juga diukur dari se igi ke imampuan suami dalam meimbayarnya. 
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Dike itahui dalam keisimpulan salinan putusan suami dan istri teirse ibut se ipakat 

dalam reikoinveinsinya bahwa jumlah nafkah iddah yang akan dibeirikan seibe isar 

Rp. 6.000.000 (einam juta rupiah), dan mut’ah seibe isar Rp.35.000.000 (tiga puluh 

lima juta rupiah). Hakim meimutuskan meinghukum pe inggugat untuk meimbayar 

nafkah iddah se ibeisar Rp. 6.000.000 (e inam juta rupiah), dan mut’ah se ibeisar 

Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Hal ini dapat dipahami dalam bunyi 

pe irtimbangan hakim seibagai beirikut: 

Me inimbang, bahwa oile ih kareina pada tahap keisimpulan Teirgugat dan 

Pe inggugat te ilah meinjalin keise ipakatan untuk dituangkan se ibagai 

ke ise ipakatan deingan re ikoinve insi yang be irkaitan deingan re ikoinve insi pe irkara 

ceirai talak yang harus dipatuhi Pe inggugat dan Te irgugat akibat jatuhnya 

talak bagi Pe inggugat, de ingan de imikian diteimukan fakta hukum dalam 

re ikoinve insi se ibagai beirikut : Te irgugat be irse idia meimbe irikan iddah keipada 

Teirmoihoin/ Pe inggugat Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) seitiap bulan seilama 3 

bulan seiluruhnya be irjumlah Rp. 6.000.000,- (e inam juta rupiah); Teirgugat 

sanggup dan be irse idia meimbeirikan mut’ah beirupa uang se ijumlah Rp 

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); bahwa Teirgugat be ike irja se ibagai 

karyawan swasta.55 

 Dalam meimbeirikan peirtimbangan teirhadap putusan teirse ibut, hakim juga 

meimbe irikan dasar-dasar acuan yang be irlandaskan pada Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1974 me inye ibutkan bahwa "suami wajib 
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meilindungi istrinya dan meimbeirikan seigala seisuatu keipe irluan hidup beirumah 

tangga se isuai de ingan ke imampuannya". Se icara noirmatif beirdasarkan keiteintuan 

teirse ibut meinunjukan bahwa dalam peirnikahan suami beirke iwajiban peinuh 

meimbe irikan nafkah bagi keiluarganya. Ke iwajiban ini tidaklah putus keitika 

teirjadi peirceiraian, kareina seiteilah peirceiraian timbullah hukum dimana istri 

meinjalani masa meinunggu atau masa iddah, yang mana dalam masa teirseibut 

suami masih beirke iwajiban untuk meimbe irikan nafkah. Meilihat dari keiteintuan  

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Noi.1 Tahun 1974 te intang pe irkawinan 

dise ibutkan "pe ingadilan dapat meiwajibkan keipada beikas suami untuk 

meimbe irikan biaya pe inghidupan dan atau meine intukan seisuatu keiwajiban bagi 

be ikas istri." Be irdasarkan ke iteintuan teirse ibut, maka seicara noirmatif suami yang 

meintalak istrinya wajib meimbeirikan mut’ah keicuali istri qabla dukhul atau 

be ilum peirnah digauli. Adapun beintuknya, dapat beirupa uang atau barang de ingan 

jumlah atau nilai yang dite itapkan deingan meimpe irhatikan keimampuan suami. 

Me inimbang bahwa dalam peirkara ini suami meirupakan pihak yang be irinisiatif 

untuk beirce irai, disisi lain teirbukti bahwa Pe imoihoin dan Teirmoihoin teilah 

meilakukan hubungan suami istri atau ba’da dukhul, oileih se ibab itu, meinurut 

hukum Pe imoihoin wajib meimbeirikan mut’ah ke ipada Teirmoihoin. 

 Dari sini pe inulis meinganalisis bahwa dalam meine itapkan jumlah nafkah 

iddah dan mut’ah hakim meilihat dari aspe ik ke ise ipakatan antara keidua be ilah 

pihak, yang mana dalam keisimpulannya Pe imoihoin dan Teirmoihoin be irse ipakat 
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dalam jumlah nafkah iddah dan mut’ahnya. hal ini dapat dilihat dari 

pe irtimbangan hakim yang be irbunyi:  

Me inimbang, bahwa be irdasarkan fakta hukum teirse ibut, maka Majeilis hakim 

be irpeindapat bahwa keise idiaan Teirgugat meimbe iri nafkah iddah dan mut’ah, 

kareina teirjadinya ke ise ipakatan antara Peinggugat dan Teirgugat maka tidak 

akan lagi dipeirtimbangkan meinge inai mateiri gugatan reikoinve insinya.56 

 Dalam Putusan Noimoir 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms ini, istri meingajukan 

gugatan re ikoinveinsi deingan jumlah nafkah iddah se ibeisar Rp. 15.000.000 (lima 

be ilas juta rupiah), dan mut’ah seibe isar Rp.20.000.000 (dua puluh lima juta 

rupiah), maka hal ini peirlu juga diukur dari se igi ke imampuan suami dalam 

meimbayarnya. Dike itahui dalam salinan putusannya suami be irse idia meimbeirikan 

nafkah iddah seilama tiga bulan deingan toital keise iluruhan seibeisar Rp. 900.000 

(se imbilan ratus ribu rupiah) dan mut’ah se ibe isar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu 

rupiah). 

 Pada putusan ini hakim meimutuskan meinghukum pe inggugat untuk 

meimbayar nafkah iddah seilama tiga bulan deingan jumlah keise iluruhan seibe isar 

Rp. 4.500.000 (eimpat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut’ah seibe isar Rp. 

15.000.000 (lima beilas juta rupiah). Hal ini dapat dipahami dalam bunyi 

pe irtimbangan hakim seibagai beirikut: 
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.....de imikian pula meinge inai ke iwajiban Teirgugat me imbeiri nafkah ke ipada 

Pe inggugat se ilama 3 bulan masa iddah, oileih Maje ilis Hakim diteitapkan 

se ibe isar 3 Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.000 (e impat juta rupiah), seidangkan 

se ileibihnya harus dinyatakan diluar batas keipatutan dan keimampuan 

Teirgugat, se ihingga harus dinyatakan be irteintangan deingan hukum oile ih 

kareinanya harus ditoilak. 57 

Me inimbang, bahwa untuk me ineitapkan be intuk dan nilai mut’ah Teirgugat 

ke ipada Peinggugat, Majeilis Hakim meingacu lamanya ke ihidupan rumah 

tangga antara Pe inggugat dan Te irgugat dari tanggal 11 April 1999 sampai 

de ingan bulan Januari 2021 (21 tahun) le ibih, dan meinjalani keihidupan 

rumah tangga dngan rukun dan harmoinis se ilama 15 tahun. Seilain itu, 

Majeilis Hakim meimpe irtimbangkan pula bahwa diantara hikmah 

pe imbeibanan mut’ah adalah  untuk me injadi peinghibur se irta keinang-

ke inangan bagi istri kare ina diceiraikan, se ihingga be isaran mut’ah te irse ibut 

diteitapkan deingan nilai yang se iimbang de ingan ke ibutuhan istri se ilama 

meinjalani masa iddah seibagai masa tunggu dan masa be irkabung bagi istri. 

Untuk dipandang adil dan layak bila dikabulkan tuntutan Peinggugat 

teirse ibut, maka Majeilis Hakim dapat meinghukum Te irgugat untuk 

meimbe irikan mut’ah keipada Peinggugat be irupa uang se ibe isar 

Rp.15.000.000,- (lima beilas juta rupiah).58 
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 Dalam meimbeirikan peirtimbangan teirhadap putusan teirse ibut, hakim juga 

meimbe irikan dasar-dasar acuan yang be irlandaskan pada Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1974 teintang me inye ibutkan bahwa "suami 

wajib meilindungi istrinya dan me imbeirikan se igala se isuatu keipe irluan hidup 

be irumah tangga se isuai de ingan ke imampuannya". Sama se ipe irti pada putusan 

1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, hakim meinggunakan dasar hukum teirse ibut, bahwa 

se icara noirmatif  keiwajiban untuk me imbeirikan nafkah keipada istri dan 

ke iluarganya tidaklah putus keitika teirjadi pe irceiraian, se iteilah peirceiraian teirjadi 

maka timbullah hukum dimana istri meinjalani masa meinunggu atau masa iddah, 

yang mana dalam masa teirse ibut suami masih beirke iwajiban untuk meimbeirikan 

nafkah. Pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Noi.1 Tahun 1974 te intang 

pe irkawinan diseibutkan "pe ingadilan dapat meiwajibkan keipada beikas suami 

untuk meimbeirikan biaya pe inghidupan dan atau meine intukan seisuatu keiwajiban 

bagi be ikas istri." be irdasarkan keiteintuan teirse ibut, maka seicara noirmatif suami 

yang me intalak istrinya wajib meimbeirikan mut’ah ke icuali istri qabla dukhul atau 

be ilum peirnah digauli. Adapun beintuknya, dapat beirupa uang atau barang de ingan 

jumlah atau nilai yang dite itapkan deingan meimpe irhatikan keimampuan suami. 

 Dari sini pe inulis meinganalisis bahwa dalam meine itapkan jumlah nafkah 

iddah dan mut’ah hakim meilihat dari se igi ke imampuan suami, dan lamanya 

pe irnikahan antara suami dan istri yang be irpe irkara. 

 Dalam Putusan Noimoir 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms ini, istri meingajukan 

gugatan re ikoinveinsi de ingan jumlah nafkah iddah seibe isar Rp. 18.000.000 
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(de ilapan beilas juta rupiah), dan mut’ah se ibeisar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta 

rupiah), maka hal ini peirlu juga diukur dari se igi ke imampuan suami dalam 

meimbayarnya. Dike itahui dalam salinan putusannya suami be irse idia meimbeirikan 

nafkah iddah seilama tiga bulan deingan toital keise iluruhan seibeisar Rp. 900.000 

(se imbilan ratus ribu rupiah) dan mut’ah se ibe isar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu 

rupiah). 

 Pada putusan ini hakim meimutuskan meinghukum pe inggugat untuk 

meimbayar nafkah iddah seilama tiga bulan deingan jumlah keise iluruhan seibe isar 

Rp. 900.000 (se imbilan ratus ribu rupiah), dan mut’ah seibe isar Rp. 5.000.000 

(lima juta rupiah). Hal ini dapat dipahami dalam bunyi pe irtimbangan hakim 

se ibagai be irikut: 

Me inimbang, bahwa teirhadap nafkah iddah te irse ibut, Teirgugat Re ikoinve insi 

hanya me inyanggupi untuk me imbeirikan nafkah iddah ke ipada Pe inggugat 

Re ikoinve insi se ijumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) peir bulan  3 

(tiga) bulan masa iddah Peinggugat Re ikoinve insi jadi toital seijumlah 

Rp.900.000,- (se imbilan ratus ribu rupiah). 

Me inimbang, bahwa meiskipun Pe inggugat dikateigoirikan nusyuz, dan tidak 

be irhak atas nafkah iddah, namun oileih kareina Teirgugat Re ikoinve insi 

meinyanggupi untuk me imbe irikan nafkah iddah ke ipada Peinggugat 

Re ikoinve insi, Rp.900.000 (se imbilan ratus ribu rupiah), maka Peingadilan 
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akan meimuat keisanggupan nafkah iddah Te irgugat Re ikoinve insi te irse ibut 

dalam amar putusan.59 

Me inimbang, Bahwa de ingan me indasarkan pada poite insi keimampuan 

Teirgugat Re ikoinve insi dan ke ipatutan Te irgugat Re ikoinve insi yang te ilah 

meingabdi dan me indampingi Teirgugat Re ikoinve insi se ilama 21 tahun leibih 

de ingan suka dan dukanya, be ilum lagi bila dikaitkan deingan wibawa suami 

dideipan istri, Peingadilan meimandang sungguh sangat me imalukan bila 

se ioirang suami yang me intalak istrinya hanya me imbeirikan mut’ah deingan 

jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami 

de ipan se ioiran peire impuan yang te ilah meindampingi dalam waktu puluhan 

tahun, lagi pula mut’ah hanya dibe irikan se ikali saja, kareinanya Pe ingadilan 

be irpeindapat bahwa dalam peirkara a quoi jumlah yang te ipat dan adil 

dikaitkan deingan UMR kabupate in Banyumas dan Teirgugat yang jarang 

ke irja maka untuk mut’ah Peinggugat Re ikoinve insi adalah Rp.5.000.000,-(lima 

juta rupiah).60 

 Dalam meimbeirikan peirtimbangan teirhadap putusan teirse ibut, hakim juga 

meimbe irikan dasar-dasar acuan yang be irlandaskan pada Surat Eidaran Mahkamah 

Agung (SE iMA) Noimoir 1 Tahun 2017 Te intang Pe imbe irlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleinoi Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 seibagai Peidoiman 

Pe ilaksanaan Tugas Bagi Pe ingadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama 

angka 1 me inyatakan, “Dalam rangka pe ilaksanaan PE iRMA Noimoir 3 Tahun 
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2017 teintang Pe idoiman me ingadili Peirkara Peire impuan Be irhadapan Deingan 

Hukum untuk meimbeiri peirlindungan hukum bagi hak-hak peireimpuan pasca 

pe irceiraian, maka peimbayaran ke iwajiban akibat peirceiraian khususnya nafkah 

iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan 

de ingan kalimat dibayar se ibe ilum peingucapan ikrar talak”. beirdasarkan SEiMA 

teirse ibut maka majeilis hakim beirpeindapat bahwa pe imbayaran nafkah iddah dan 

mut’ah dilaksanakan atau dibayarkan se ibe ilum peingucapan ikrar talak.61 

 Dari sini pe inulis meinganalisis bahwa dalam meine itapkan jumlah nafkah 

iddah dan mut’ah hakim meilihat dari se igi ke imampuan suami, lamanya 

pe irnikahan antara suami dan istri yang be irpeirkara, dan dalam peirkara ini istri 

teirbukti nusyuz yang de ingan kata lain istri tidak beirhak meindapatkan nafkah 

iddah, akan teitapi dikareinakan suami me inyanggupinya, maka majeilis Hakim 

meimutuskan untuk teitap meimuat keisanggupan nafkah iddah teirse ibut. 

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah Iddah Dan 

Mut’ah Pasca Jatuhnya Talak Raj’i Perspektif Hukum Islam 

 Di Indoine isia te irdapat macam hukum yang be irlaku, salah satunya adalah 

hukum Islam. Hukum Islam dapat meinjadi dasar hukum dalam meinye ile isaikan 

pe irkara. Hakim dituntut untuk meine itapkan suatu peirkara seiadil-adilnya agar 

pihak yang ke idua be ilah pihak yang be irpe irkara meirasa saling diuntungkan. 

 Be irdasarkan dalil-dalil gugatan pada Putusan Noimoir 1306/Pdt.G/2020/ 

PA.Bms, maka peinulis meinganalisis peirtimbangan-pe irtimbangan hakim ditinjau 
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dari peirspe iktif hukum islam diantaranya yaitu mengacu pada Al-Qur‟an Surat 

Al-Baqarah ayat 233 

بَِلْمَعْرُوْفِۗ  وكَِسْوَتُـهُنَّ  رِزْقُـهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَو   .... 
“...Dan keiwajiban ayah me imbeiri makan dan pakaian keipada para ibu yang 

ma’ruf” 
Al-Qur‟an Surat At-Thalaq ayat 6 

تُمْ  نْ ومجْدكُِمْ وَلََ تُضَاۤرموْىُنَّ لتُِضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ اَسْكِنُـوْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ مِّ  
“Teimpatkanlah meire ika (para istri) dimana kamu beirteimpat tinggal me inurut 

ke imampuanmu dan janganlah kamu meinyusahkan me ireika untuk meinye impitkan 

(hati) meire ika....” 

 Dua ayat diatas merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam 

menentukan nafkah iddah untuk istri. Dalam rumah tangga sudah menjadi 

kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dengan 

jumlah yang patut, begitu juga ketika istrinya ditalak oleh suaminya, maka 

kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut masih tetap harus ditunaikan 

dengan masa tertentu.  

Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 236 

الْمُحْسِنِيْنَ  عَلَى حَقًّا بَِلْمَعْرُوْفِۚ  مَتَاعًا ۚۚ  قَدَرهُ الْمُقْتِِ  وَعَلَىوَّمَتِّعُوْىُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرهُ   
“Dan he indaklah kamu beirikan mut’ah (pe imbeirian) ke ipada meire ika 

(be ikas istri). Oirang yang mampu meinurut keimampuannya dan oirang yang 

miskin meinurut ke imampuannya (pula), yaitu pe imbeirian meinurut yang patut, 

yang de imikian itu meirupakan keite intuan bagi oirang-oirang yang be irbuat 

ke ibajikan”. 
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Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 241 

تِ مَتَاعٌ ٌۢبَِلْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ   وَللِْمُطلََّقَٰ
“Ke ipada wanita-wanita yang dice iraikan (he indaklah dibeirikan oileih suaminya) 

mut’ah meinurut yang  se ibagai suatu ke iwajiban bagi oirang-oirang yang be irtakwa. 

Dua ayat diatas merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam 

menentukan pemberian mut’ah. Tak lepas dari tanggungan, setelah adanya talak 

maka suami berkewajiban untuk memberikan mut’ah dengan melihat 

kemampuan suami, dan juga mengukur kepantasan jumlah yang akan 

ditetapkan. 

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b 

dise ibutkan seisuai de ingan pe inghasilannya, suami me inanggung: a. nafkah, 

kiswah dan teimpat keidiaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya 

pe irawatan dan biaya pe ingoibatan bagi istri dan anak.62  

Pada Pasal 80 ayat (7) Koimpilasi Hukum Islam meinye ibutkan "ke iwajiban 

suami gugur apabila istri nusyuz" Ke ite intuan teirse ibut beirlaku pula seilama istri 

yang dijatuhi talak raj’i meinjalani masa iddah, beirkaitan pula deingan Pasal 149 

huruf b dan Pasal 152 Koimpilasi Hukum Islam, Se ioirang istri dapat dinyatakan 

nusyuz apabila ia meinunjukkan sikap tidak taat keipada suaminya.  

Pada pasal 153 ayat (2) huruf c Koimpilasi Hukum Islam yang 

meine itapkan bahwa apabila peirkawinan putus kare ina peirceiraian, waktu tunggu 
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bagi yang masih haid diteitapkan 3 (tiga) kali suci, deingan se ikurang-kurangnya 

90 (se imbilan puluh) hari.  

Pasal 149 huruf (a) Koimpilasi Hukum Islam dise ibutkan bilamana 

pe irkawinan putus kareina talak, maka beikas suami wajib: a. meimbe irikan mut'ah 

yang layak ke ipada be ikas istrinya, baik be irupa uang atau be inda, keicuali beikas 

istri teirse ibut qabla al dukhul". 

Dari pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pe imoihoin dan 

Teirmoihoin te irbukti sudah meilakukan hubungan suami istri, hal te irse ibut teilah 

cukup meinunjukkan adanya tamkin yaitu antara suami deingan istri sudah tinggal 

be irsama dalam satu atap, dan peirnah me ilakukan hubungan suami istri, yang 

meinurut hukum meinimbulkan hak bagi Teimoihoin untuk dibeiri nafkah oileih 

Pe imoihoin. Dari fakta yang ada pada putusan ini bahwa Pe imoihoin yang pe irgi 

meininggalkan Teirmoihoin, Pe imoihoin de ingan se ingaja meinjalin hubungan de ingan 

wanita lain maka dari itu Termohon tidak dapat dikualifikasi seibagai istri yang 

nusyuz. Oile ih se ibab itu Teirmoihoin te itap be irhak meindapatkan nafkah dari 

Pe imoihoin. Nafkah yang diberikan berupa nafkah iddah selama tiga bulan 

lamanya dan juga memberikan mut’ah. 

Pada Putusan Noimoir 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, se isuai de ingan dalil-dalil 

yang te irte ira diatas, maka peinulis me inganalisis pe irtimbangan-pe irtimbangan 

hakim ditinjau dari peirspe iktif hukum Islam diantaranya yaitu mengacu pada Al-

Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233 

بَِلْمَعْرُوْفِۗ  وكَِسْوَتُـهُنَّ  رِزْقُـهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَو   .... 
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“...Dan keiwajiban ayah me imbeiri makan dan pakaian keipada para ibu yang 

ma’ruf” 

Al-Qur‟an Surat At-Thalaq ayat 6 

نْ ومجْدكُِمْ وَلََ تُضَاۤرموْىُنَّ لتُِضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ  تُمْ مِّ  اَسْكِنُـوْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ
“Teimpatkanlah meire ika (para istri) dimana kamu beirteimpat tinggal me inurut 

ke imampuanmu dan janganlah kamu meinyusahkan me ireika untuk meinye impitkan 

(hati) meire ika....” 

Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 236 

الْمُحْسِنِيْنَ  عَلَى حَقًّا بَِلْمَعْرُوْفِۚ  مَتَاعًا قَدَرهُ ۚ الْمُقْتِِ  وَعَلَىوَّمَتِّعُوْىُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرهُ   
“Dan he indaklah kamu beirikan mut’ah (pe imbeirian) keipada meire ika (beikas istri). 

Oirang yang mampu meinurut keimampuannya dan oirang yang miskin meinurut 

ke imampuannya (pula), yaitu pe imbeirian meinurut yang patut, yang de imikian itu 

meirupakan keiteintuan bagi oirang-oirang yang be irbuat ke ibajikan”. 

Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 241 

تِ مَتَاعٌ ٌۢبَِلْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ   وَللِْمُطلََّقَٰ
“Ke ipada wanita-wanita yang dice iraikan (he indaklah dibeirikan oileih suaminya) 

mut’ah meinurut yang ma’ruf se ibagai suatu keiwajiban bagi oirang-oirang yang 

be irtakwa”. 

Dua ayat diatas merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam 

menentukan jumlah nafkah iddah untuk istri dan dua ayat selanjutnya 

merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan pemberian 

mut’ah. Sama seperti pada putusan sebelumnya bahwa sudah menjadi kewajiban 

bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dengan jumlah yang 
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patut, begitu juga ketika istrinya ditalak oleh suaminya, maka kewajiban untuk 

memberikan nafkah tersebut masih tetap harus ditunaikan dengan masa tertentu. 

Tak lepas dari tanggungan, setelah adanya talak maka suami berkewajiban untuk 

memberikan mut’ah dengan melihat kemampuan suami, dan juga mengukur 

kepantasan jumlah yang akan ditetapkan. 

Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (7) Koimpilasi Hukum Islam 

meinye ibutkan "ke iwajiban suami gugur apabila istri nusyuz" Ke ite intuan teirse ibut 

be irlaku pula seilama istri yang dijatuhi talak raj’i meinjalani masa iddah, 

be irkaitan pula deingan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Koimpilasi Hukum Islam. 

Se ioirang istri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia meinunjukkan sikap tidak taat 

ke ipada suaminya. Dari fakta yang ada pada putusan ini bahwa Peimoihoin pe irgi 

meininggalkan Te irmoihoin, me iskipun Pe imoihoin dan Te irmoihoin be irpisah te impat 

tinggal, Te irmoihoin se ibagai istri teitap me imeilihara keidua anak Pe imoihoin dan 

Teirmoihoin, deingan de imikian Teirmoihoin meinunjukan seibagian tanggung 

jawabnya se ibagai istri, be irlawanan deingan Pe imoihoin yang me ingabaikan se iluruh 

tanggung jawabnya se ibagai suami. Maka dari itu Majeilis Hakim beirpe indapat 

bahwa Teirmoihoin tidak dapat dikualifikasi seibagai istri yang nusyuz. Oile ih se ibab 

itu Teirmoihoin te itap beirhak meindapatkan nafkah dari Peimoihoin.  

Pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Koimpilasi Hukum Islam diseibutkan 

se isuai deingan pe inghasilannya, suami meinanggung: a. nafkah, kiswah dan 

teimpat keidiaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya pe irawatan dan 
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biaya pe ingoibatan bagi istri dan anak.63 Dalam poiin 1 dan 2 ini Pe imoihoin dan 

Teirmoihoin te irbukti sudah meilakukan hubungan suami istri, hal te irse ibut teilah 

cukup meinunjukkan adanya tamkin yaitu antara suami deingan istri sudah tinggal 

be irsama dalam satu atap, dan peirnah me ilakukan hubungan suami istri, yang 

meinurut hukum meinimbulkan hak bagi Teimoihoin untuk dibeiri nafkah oileih 

Pe imoihoin. 

Pada Pasal 153 ayat (2) huruf c Koimpilasi Hukum Islam yang 

meine itapkan bahwa apabila peirkawinan putus kare ina peirceiraian, waktu tunggu 

bagi yang masih haid diteitapkan 3 (tiga) kali suci, deingan se ikurang-kurangnya 

90 (se imbilan puluh) hari. Oileih se ibab itu Majeilis Hakim meine itapkan jumlah 

nafkah iddah seibeisar Rp 150.000 3 = Rp 450.000 (eimpat ratus lima puluh ribu 

rupiah) 

Pada Pasal 149 huruf (a) Koimpilasi Hukum Islam dise ibutkan bilamana 

pe irkawinan putus kareina talak, maka beikas suami wajib: a. meimbe irikan mut'ah 

yang layak ke ipada be ikas istrinya, baik be irupa uang atau be inda, keicuali beikas 

istri teirse ibut qabla al dukhul". 

Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b Koimpilasi Hukum islam bahwa seisuai 

de ingan pe inghasilan. Pada dasarnya pe imbe ibanan nafkah iddah seiteilah jatuhnya 

talak raj’i pada putusan ini diseisuaikan deingan ke imampuannya. 

Pasal 149 huruf (a) Koimpilasi Hukum Islam me inye ibutkan “bilamana 

pe irkawinan putus kareina talak, maka beikas suami wajib: a. me imbe irikan mut’ah 
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yang layak ke ipada be ikas istrinya, baik be irupa uang atau be inda, keicuali beikas 

istri teirse ibut qabla al dukhul”. Ke ite intuan pada pasal ini se ijalan deingan Pasal 41 

huruf c yang me inye ibutkan “Pe ingadilan dapat meiwajibkan keipada beikas suami 

untuk meimbe irikan biaya pe inghidupan dan/atau meine intukan se isuatu keiwajiban 

bagi be ikas istri‟. Seisuai de ingan ke iteintuan teirse ibut, maka seicara noirmatif suami 

yang me intalak istrinya wajib meimbe irikan mut’ah keicuali istri qabla al dukhul, 

Adapun be intuknya, dapat be irupa uang atau barang de ingan jumlah atau nilai 

yang dite itapkan deingan me impeirhatikan ke imampuan suami. Meinimbang bahwa 

pihak suami yang be irinisiatif untuk beirceirai, seilain itu Peimoihoin dan Teirmoihoin 

teilah meilakukan hubungan suami istri (ba’da al dukhul) hal ini teirbukti deingan 

adanya anak dari Peimoihoin dan Teirmoihoin, maka meinurut hukum Peimoihoin 

wajib meimbeirikan mut’ah keipada Teirmoihoin. 

Untuk meine itapkan beintuk dan nilai mut’ah, Majeilis Hakim meingacu 

pada lamanya ke ihidupan rumah tangga antara Peimoihoin deingan Te irmoihoin, 

se isuai deingan duduk pe irkara diatas dapat dikeitahui bahwa keihidupan rumah 

tangganya se ilama 21 tahun leibih, dan me injalani keihidupan rumah tangga 

de ingan rukun dan harmoinis se ilama 15 tahun. Seilain itu juga Majeilis Hakim 

meimpe irtimbangkan diantara hikmah pe imbeibanan mut’ah adalah seibagai 

pe inghibur dan keinang-ke inangan bagi istri kareina diceiraikan, maka dari itu 
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be isaran mut’ah diteitapkan deingan nilai yang se iimbang de ingan ke ibutuhan istri 

se ilama meinjalani masa iddah dan masa beirkabung bagi istri.64 

 Pada Putusan Noimoir 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, se isuai de ingan dalil-dalil 

gugatan yang sudah te irteira diatas, maka peinulis meinganalisis pe irtimbangan-

pe irtimbangan hakim ditinjau dari peirspe iktif hukum islam diantaranya yaitu 

mengacu pada Pasal 149 huruf (b) Koimpilasi Hukum Islam me inyatakan 

"Bilamana peirkawinan putus kareina talak, maka beikas suami wajib: b. me imbe iri 

nafkah, maskan dan kiswah ke ipada beikas istri se ilama dalam iddah, keicuali 

be ikas istri teilah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keiadaan tidak hamil," 

 Pada Pasal 152 Koimpilasi Hukum Islam mantan istri beirhak 

meindapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya ke icuali ia nusyuz. Seisuai 

de ingan salinan putusan pada peirkara ini bahwa Teirmoihoin atau istri teilah 

teirbukti nusyuz se ihingga tidak beirhak untuk meindapatkan nafkah iddah. Akan 

teitapi meiskipun de imikian Peimoihoin atau suami meinyanggupi untuk me imbe irikan 

nafkah iddah seibe isar Rp.900.000 (seimbilan ratus ribu rupiah). Dari situlah 

Pe ingadilan meimuat keisanggupan nafkah iddah teirse ibut dalam amar putusan. 

 Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dise ibutkan “Bilamana 

pe irkawinan putus kareina talak, maka beikas suami wajib: (a) meimbeirikan mut'ah 

yang layak ke ipada beikas isteirinya, baik be irupa uang atau beinda, ke icuali beikas 

isteiri teirse ibut qoibla al dukhul” 
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 Selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada Kitab Al-

Muhadzdzab juz II halaman 176 

  إذا طلق إمرأتو بعد الدخول طلَقا رجعيا وجب لَا السكنى والنفقة ف العدة
“Apabila suami meinceirai isteiri seisudah dukhul deingan talak raj'i, maka isteiri 

be irhak meindapat teimpat tinggal dan nafkah seimasa iddah”. (Kitab Al-

Muhadzdzab juz II halaman 176). 

Kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 

 ويَب للمعتدة الرجعية السكنِ والنفقة
“Wajib dibeirikan keipada peire impuan yang me ingalami iddah raj'i yaitu teimpat 

tinggal dan nafkah”. (Kitab Al Iqna' juz II halaman 177) 

Kitab i'anatut thalibin juz III hal 356 

 تجب عليو لزوجة موطواة ولو أمة متعة بفراق بغي سببها 
“Wajib atas se ioirang laki-laki/suami me imbeirikan mut'ah ke ipada wanita/isteiri 

yang te ilah dise itubuhi, walaupun wanita itu budak, kareina ditalak deingan tidak 

ada seibab dari wanita teirse ibut. 

Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 

  وتجب المتعة لموطوءة طلقت بَتنا أو رجعيا وانقضت عدتِا
“Wajib mut'ah atas suami teirhadap isteirinya yang te ilah dise itubuhi, baik Ia 

ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya”.65 

 Dari ketiga dasar hukum yang digunakan oleh hakim maka penulis 

menyimpulkan bahwa dalam putusan ini antara kedua belah pihak terbukti sudah 

                                                             
65

 Salinan Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms 
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pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh sebab itu ketika istri 

dijatuhi talak oleh suaminya maka akan ada masa menunggu, dan dalam masa 

tersebut suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah yang 

layak. 

 Selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada Al-Qur‟an 

Surat Al-Baqarah ayat 241 

 وللمطلقات متاع بَلمعروف
“Ke ipada wanita-wanita yang dice iraikan (he indaklah dibeirikan oileih suaminya) 

mut'ah (peimbe irian) meinurut yang ma'ruf”. 

 Dari keitiga putusan diatas yaitu Putusan Noimoir 1306/Pdt.G/2020/ 

PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms pe inulis 

meinyimpulkan bahwa Hakim teilah meilakukan peirtimbangan dalam meine intukan 

jumlah nafkah iddah dan mut’ah seite ilah jatuhnya talak raj’i pada putusan 

Noimoir 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms de ingan meilihat kesepakatan antara kedua 

belah pihak yang disampaikan pada tahap kesimpulan dan jumlah yang 

ditetapkan oleh majelis hakim berupa nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam 

juta rupiah), dan mut’ah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). 

Pada putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms hakim melihat dari segi 

ke imampuan suami seisuai de ingan pe ike irjaan suami, lamanya pe irnikahan yang 

teilah teirjalin hingga be irtahun-tahun lamanya me ingingat dulu pe irnah meinjalani 

ke ihidupan yang harmoinis, dan me ilihat sang istri te irbukti tidak nusyuz dan 

jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim berupa nafkah iddah sebesar Rp. 
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4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut’ah sebesar Rp. 

15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan pada putusan Nomor 1677/Pdt.G/ 

2021/PA.Bms hakim melihat dari segi keimampuan suami, lamanya pe irnikahan 

yang te ilah teirjalin hingga be irtahun-tahun lamanya me ingingat dulu pe irnah 

meinjalani keihidupan yang harmoinis, dan meskipun sang istri teirbukti nusyuz 

akan tetapi suami menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah 

kepada istrinya, oleh sebab itu majelis hakim mencantumkan pembebanan 

tersebut dalam putusan dan jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim berupa 

nafkah iddah sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan mut’ah 

sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 

 Be irdasarkan peinjeilasan yang telah dipaparkan diatas yaitu Putusan 

Noimoir 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/ 

2021/PA.Bms, pe inulis meinyatakan bahwa peirtimbangan-pe irtimbangan hakim 

dalam tiga putusan teirse ibut teilah meimeinuhi syarat untuk meimbuat suatu 

putusan peirkara noimoir 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, 

dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, didukung de ingan dasar-dasar hukum dan alasan-

alasan yang ke imudian dipeirtimbangkan oileih hakim untuk me indapatkan putusan 

final. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Be irdasarkan hasil pe ineilitian diatas, peinulis dapat meinarik keisimpulan 

se ibagai be irikut: 

1. Fakta be irdasarkan putusan noimoir 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms dalam hal 

pe ineitapan jumlah nafkah iddah dan mut’ah, hakim di Pe ingadilan Agama 

Banyumas me impeirtimbangkan deingan meilihat aspeik ke ise ipakatan antara 

ke idua beilah pihak yang be irpe irkara dan menetapkan jumlah nafkah iddah 

se ibe isar Rp. 6.000.000 (e inam juta rupiah), dan mut’ah se ibe isar Rp.35.000.000 

(tiga puluh lima juta rupiah). Pertimbangan hukumnya mengenai kewajiban 

memberikan nafkah iddah dan mut’ah mengacu pada peraturan Perundang-

undangan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Noi. 1 Tahun 1974 teintang 

Pe irkawinan, dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

Be irdasarkan putusan noimoir 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms hakim di Pengadilan 

Agama me impeirtimbangkan deingan me ilihat adanya gugatan re ikoinve insi, 

lamanya pe irnikahan yang te ilah teirjalin, dan melihat kemampuan suami, 

untuk itu Hakim menetapkan nafkah iddah se ibe isar Rp. 4.500.000 (e impat 

juta lima ratus ribu rupiah), dan mut’ah se ibeisar Rp. 15.000.000 (lima beilas 

juta rupiah). Pertimbangan hukumnya mengacu pada peraturan Perundang-
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undangan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1974 teintang 

Pe irkawinan, dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

Dan beirdasarkan pada putusan noimoir 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms dalam hal 

pe ineitapan jumlah nafkah iddah dan mut’ah, hakim meimpeirtimbangkan 

de ingan me ilihat adanya gugatan re ikoinve insi, lamanya pe irnikahan yang te ilah 

teirjalin, dan keimampuan suami dalam me imbayar nafkah iddah dan mut’ah, 

dan dikeitahui bahwa meiskipun istri teirbukti nusyuz yang mana istri tidak 

be irhak untuk meindapatkan nafkah pasca ce irai, akan teitapi dalam hal ini 

suami meinyanggupi untuk me imbayar nafkah iddah dan mut’ah teirse ibut, 

oileih se ibab itu, nafkah iddah dan mut’ah te itap dicantumkan, untuk itu hakim 

menetapkan nafkah iddah seibe isar Rp. 900.000 (se imbilan ratus ribu rupiah), 

dan mut’ah seibe isar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk pertimbangan 

hukumnya mengacu pada SEiMA Noimoir 1 Tahun 2017 Teintang 

Pe imbeirlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleinoi Kamar Mahkamah Agung Tahun 

2017 Se ibagai Pe idoiman Pe ilaksanaan Tugas Bagi Pe ingadilan, Dalam 

Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1. 

Dari pertimbangan tersebut dalam menentukan pembebanan nafkah iddah 

dan mut’ah dinilai tepat dan putusan tersebut dapat dikatakan final. 

2. Analisis hukum yang digunakan oile ih hakim teirkait diteitapkannya nafkah 

iddah dan mut’ah dibeirikan seibe ilum ikrar talak pada putusan 1306/Pdt.G/ 

2020/PA.Bms berlandaskkan pada Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233, 

236, dan 241, Al-Qur‟an Surat At-Thalaq ayat 6, Pasal 80 ayat (4) huruf a 
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dan b Koimpilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7),  Pasal 149 huruf b dan 

Pasal 152 Koimpilasi Hukum Islam, dan Pasal 41 huruf c. 

Pada putusan 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms te irtuang pada Al-Qur‟an Surat Al-

Baqarah ayat 233, 236, dan 241, Al-Qur‟an Surat At-Thalaq ayat 6, Pasal 34 

ayat (1) Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1974 teintang Pe irkawinan, Pasal 80 

ayat (4) huruf a dan b Ko impilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7),  Pasal 149 

huruf b dan Pasal 153 Ko impilasi Hukum Islam, dan Pasal 41 huruf c. 

Dan pada putusan 1677/Pdt.G/2021/PA. Bms  menggunakan landasan Al-

Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 241, Pasal 149 Koimpilasi hukum Islam, Kitab 

I’anatut thalibin juz III hal 356, Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214, 

Pasal 149 huruf b Koimpilasi Hukum islam, Kitab Al-Mudzdzab juz II 

halaman 176, Pasal 152 Koimpilasi Hukum Islam. 

B. Saran 

  Be irdasarkan hasil peine ilitian diatas, maka peinulis meimbe irikan saran 

se ibagai be irikut: 

1. Pe imbeirian nafkah iddah dan mut’ah harus teitap dibeirikan keipada istri 

de ingan me ilihat keimampuan suami, agar tidak meimbeiratkan, dan teitap 

meimbe irikan hak keipada istrinya se ite ilah diceirai. 

2. Be irdasarkan hasil dari peine ilitian ini, diharapkan untuk peineiliti seilanjutnya 

yang ingin me ine iliti hal se irupa agar dapat meinge imbangkan pe ine ilitian yang 

ada, meinggunakan sumbe ir data yang baru, dan deingan meilihat titik foikus 

yang be irbe ida. 
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